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Aditya Toding Bua. Perlindungan Hukum bagi Investor Asing di 
Negara Penerima (Host Country) Ditinjau dari Hukum Ekonomi 
Internasional. Dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Maskun. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
berdasarkan hukum ekonomi internasional terhadap penanaman modal 
investor asing di negara penerima (host country) dan untuk mengetahui 
bentuk penyelesaian sengketa investasi antara negara penerima dengan 
investor asing. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi 
kepustakaan (library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis 
secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang bersifat deskriptif normatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) perlindungan 
kepada investor asing di negara penerima diberikan melalui perjanjian 
internasional dalam forum organisasi internasional PBB, Bank Dunia, 
dan WTO yang berisi khaidah-khaidah hukum pengaturan dan 
perlindungan bagi investor asing. Selain itu, perlindungan hukum juga 
diberikan kepada para investor asing melalui pembentukan lembaga-
lembaga penjamin investasi seperti MIGA dan badan penyelesaian 
sengketa investasi seperti ICSID. (2) Sengketa yang terjadi antara 
negara penerima dengan investor asing dapat diselesaikan melalui 
beberapa bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase ataupun 
melalui pengadilan baik nasional maupun internasional, namun dalam 
perkembangannya penyelesaian sengketa investasi ini lebih banyak dan 
lebih populer diselesaikan melalui melalui jalur arbitrase internasional. 
Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa hukum 
ekonomi internasional telah berhasil membentuk suatu tatanan sistem 
hukum yang baik bagi perlindungan investor asing di negara penerima 
namun yang masih kurang adalah keseriusan negara dalam penegakkan 
sehingga dalam hal ini penerapan prinsip good will sangat diperlukan. 
Selain itu, penyelesaian sengketa investasi internasional sebaiknya 
diselesaikan melalui jalan damai khususnya dengan jalur arbitrase dan 
pelaksanaan putusannya harus dilakukan dengan menjunjung asas 
itikad baik. 
 











Aditya Toding Bua. Legal Protection for Foreign Investor in the 
Host Country assessed from International Economic Law. Supervised by 
Juajir Sumardi and Maskun. 
This research intended to observe the form of legal protection 
assessed from international economic law for the investments of foreign 
investor in the host country and also to know the form of settlement of the 
investment disputes between host country and foreign investor. The 
research was done with library research method, where the collected 
data will be analyzed qualitatively to get descriptive and normative result.  
Based from the research we can find that (1) legal protection for 
foreign investor in the host country had given through international 
agreements in the forum of international organization containing the law 
principles of protection for foreign investor, also by the forming of the 
investment guarantee agency like MIGA and international centre for the 
settlement of investment disputes like ICSID. This legal instrument 
serves to give limitation over the sovereignty of host country so not to be 
used arbitrary. (2) Investment disputes between host country and foreign 
investor could be solved through several form of settlement like 
negotiation, mediation, conciliation, arbitration or through the courts 
either national or international, but over time the investment disputes is 
more popular resolved through international arbitration. 
The conclusion of the discussion is that the international economic 
law has managed to establish a good legal system for protection of foreign 
investors in the host country, but what still lacked is the seriousness of the 
host state to ensure the rules so that the implementation of the principle of 
good will is needed. In addition, the settlement of international investment 
disputes should be resolved through peaceful means, especially through 
international arbitration and the result should be executed seriously with 
honor of good will principle. 
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1. Latar Belakang 
Pembentukan sebuah negara selalu memiliki tujuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi semua penduduknya, baik dalam bidang 
sosial, keamanan terutama bidang ekonomi. Pada umumnya hal ini 
tercantum dalam konstitusi setiap negara sebagai landasan utama 
pelaksanaan kegiatan bernegara. Indonesia misalnya, melalui Undang-
Undang Dasar 1945 menjadikan  kesejahteraan sebagai tujuan nasional 
seperti termuat dalam Pembukaan Konstitusi Alinea ke Empat yaitu untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Hal yang selanjutnya perlu disadari 
bahwa tujuan tersebut bukanlah perkara mudah untuk dicapai karena 
memerlukan kerja sama dan kerja keras dari semua pihak, terlebih usaha 
dari pemerintah negara tersebut. 
Sarana untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan adalah melalui 
pembangunan ekonomi yang dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri 
memerlukan biaya yang cukup banyak baik bagi negara yang sudah 
berkembang terutama negara yang sedang berkembang. Keterbatasan 
modal dalam negeri sebagai akibat kurangnya tabungan negara dan 
masyarakat yang dapat digunakan sebagai modal kegiatan produksi dan 
pembangunan menyebabkan negara-negara tersebut berusaha 
mendapatkan alternatif lain bagi pembiayaan pembangunan ekonominya 
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dengan mencari bantuan dana dari luar negeri untuk membiayai 
pembangunan ekonomi negaranya. Pada awalnya, hutang luar negeri 
merupakan instrumen favorit bagi negara-negara dalam mendapatkan 
dana asing namun kemudian seiring perkembangan zaman dan 
globalisasi ekonomi, negara-negara didunia mulai tertarik pada perolehan 
dana dalam bentuk penanaman modal atau investasi asing. Meskipun 
sangat menarik namun hutang luar negeri dianggap dapat membebani 
anggaran negara karena harus membayar cicilan dan bunga hutang. Oleh 
karena itulah maka negara mencari solusi pembiayaan lain yaitu melalui 
investasi asing yang dianggap lebih efisien tanpa membebani kas dan 
keuangan negara penerima baik dilakukan secara tidak langsung (Foreign 
Indirect Investment)  dalam perdagangan saham, portofolio dan surat-
surat berharga milik negara lainnya, maupun secara langsung (Foreign 
Direct Investment). 
Foreign Direct Investment (FDI) adalah metode pembangunan 
ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang, dimana modal yang 
dimiliki oleh para investor ditanamkan ke dalam aset-aset yang nyata 
seperti pembangunan pabrik, gedung perkantoran, pelabuhan laut 
maupun udara. Melalui pembangunan fisik seperti itu, modal asing 
kemudian akan disimpan lebih lama sehingga memberikan dampak 
lanjutan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga 
kerja, alih teknologi dan informasi, pembenahan infrastruktur sehingga 
mobilitas masyarakat menjadi semakin cepat yang berimbas pada 
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kegiatan ekonomi yang menjadi lebih lancar dan efisien. Dampak seperti 
inilah yang membuat pemerintah negara penerima dapat membangun 
perekonominya secara konkret serta mampu membawa kesejahteraan 
bagi masyarakatnya secara langsung. 
Bukti nyata dari peran investasi asing langsung (Foreign Direct 
Investment) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara 
dapat kita lihat pada negara Cina yang telah mulai membuka diri pada 
investasi asing sejak 1970. Kini, Cina mulai menikmati hasilnya dengan 
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Investasi asing di Cina pada tahun 
2010 mencapai $105,7 miliar dan pada tahun 2011 sebesar $116 miliar, 
sedangkan investasi asing pada semester pertama 2012 adalah $117 
miliar1. Pada tahun 2010 dengan banyaknya investasi asing, peningkatan 
pendapatan produk domestik bruto (PDB) Cina menjadi $10,09 triliun, dan 
pendapatan per kapita rakyatnya meningkat ke $7600 dari tahun 
sebelumnya yang hanya $6800.2 Hal ini menjadi menarik mengingat Cina 
adalah negara komunis yang cukup menutup diri dari pengaruh asing 
karena dianggap akan merusak idelogi lokal negaranya, namun realita 
membuktikan bahwa pemerintah Cina juga tertarik kepada investasi asing 
dan kemudian mulai membuka diri terhadap negara luar sehingga 
ekonomi Cina dapat bangkit dan maju seperti sekarang ini melalui 
penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing. 
                                                             
1  Pulau Sumbawa News. 2012. Peran Investasi Asing bagi Kemajuan Cina. http://www.pulau 
sumbawanews.com/daerah/peran-investasiasing-bagi-kemajuan-cina/ (diakses 12 Februari 
2013). 
2
  World Bank. 2012. Data GDP Per Capita PPP (Current International $). http://data.worldbank. 
org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (diakses 12 Februari 2013). 
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Negara Indonesia juga dapat dijadikan contoh keberhasilan 
investasi asing dalam mempercepat laju pertumbuhan dan kesejahteraan 
ekonomi suatu bangsa. Setelah membuka diri terhadap investasi asing 
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing pada masa orde baru, pendapatan perkapita 
rakyat Indonesia yang hanya sebesar $75 pada tahun 1967 meningkat 
secara signifikan menjadi $570 dalam kurun 14 tahun pada tahun 1991. 
Bahkan pada tahun 2010 pendapatan perkapita rakyat Indonesia sudah 
sebesar $3600 dengan PDB senilai $700 milyar dibandingkan dengan 43 
tahun lalu yang hanya $5.98 milyar saja pada 19673. Hal ini menjadikan 
Indonesia tumbuh sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang 
maju dan modern. 
Cina dan Indonesia bersama-sama telah membuktikan bahwa FDI 
berpengaruh secara signifikan bagi peningkatan PDB negara penerima 
dan tentunya membawa dampak pada peningkatan jumlah pendapatan 
masyarakat. Keterbukaan negara-negara dalam menerima modal asing 
sebagai pengaruh dari globalisasi ekonomi, dipandang oleh para investor 
sebagai suatu peluang yang sangat baik untuk berinvestasi di berbagai 
negara sebagai tempat usaha yang baru. Para investor asing seolah 
mendapatkan angin segar dengan adanya kesempatan dan tempat baru 
untuk menanamkan dana yang mereka miliki dan menjalankan kegiatan 
usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan. Kepentingan yang ingin 
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diwujudkan oleh investor pada umumnya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan, sementara di sisi lain negara penerima modal berharap agar 
ada partisipasi dari penanam modal dalam membantu melaksanakan 
pembangunan di negaranya. Perbedaan tujuan dan kepentingan-
kepentingan dari kedua belah pihak inilah yang kemudian sering memicu 
konflik dalam proses investasi yang sangat merugikan bagi kedua pihak. 
Sudut pandang dan kepentingan yang berbeda antara investor 
dengan negara penerima modal kemudian menjadi suatu hal yang perlu 
diakomodasikan ke dalam suatu norma dan aturan yang jelas. Motif dari 
investor asing dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Oleh 
karena itu, perlu dicari hubungan antara motif investor dengan tujuan 
negara penerima modal yaitu berusaha untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasionalnya dimana investor diharapkan dapat 
menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dalam proses 
pembangunan negaranya. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus 
menyelenggarakan perencanaan dengan matang, termasuk menetapkan 
kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai 
tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan pendekatan ini, maka peran 
investor dapat diarahkan ke prioritas-prioritas pembangunan nasional, 
sehingga kegiatan investasi kemudian dapat menjadi suatu proses kerja 




Negara sebagai suatu subyek hukum internasional yang utama, 
memiliki keuntungan lebih besar dalam kedudukannya sebagai salah satu 
pihak pada kegiatan investasi. Sebagai tempat tujuan investasi, negara 
memiliki kekuasaan penuh atau kedaulatan atas segala sesuatu yang 
berada di dalamnya, termasuk para investor asing dan semua asetnya. 
Dengan instrumen kedaulatan, negara memiliki hak dan kekuasaan untuk 
mengatur segala bentuk tata cara pelaksanaan kegiatan investasi di 
dalam wilayahnya. Hukum internasional melalui forum organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memberikan pengakuan 
atas kewenangan dan kedaulatan penuh dari setiap negara atas semua 
kekayaan alam dan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negaranya, 
seperti yang tertuang dalam Charter of Economic Rights and Duties of 
States 1972 Pasal 2 Ayat 2(1) :4 “Every State has and shall freely exercise 
full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over 
all its wealth, natural resources and economic activities.” 
Pelanggaran hukum dan ketidakadilan negara penerima modal 
terhadap investor asing telah banyak terjadi selama ini. Pemerintah 
Venezuela misalnya sebagai negara yang menerima investor asing dalam 
menanamkan modal mereka pada tahun 2007 melalui dukungan 
parlemen, melakukan nasionalisasi5 terhadap beberapa perusahaan asing 
                                                             
4  United Nations. 1974. Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX) Charter of 
Economic Rights and Duties of States. http://www.undocuments.net/a29r3281.htm (diakses 18 
Februari 2013). 
5
  Nasionalisasi adalah  proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan 
milik swasta atau asing yang pelaksanaannya sesuai dengan putusan pemerintah disertai 
dengan ganti kerugian yang sesuai. 
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yaitu Exxon Mobil (perusahaan minyak AS) dan pembangkit listrik 
Electrica Saneca yang dimiliki CMS Energy (Amerika).6 Tahun 2008 
pemerintah Venezuela juga menasionalisasi Banco de Venezuela yang 
dimiliki oleh Bank Spanyol, perusahaan semen Cemex yang dimiliki 
Cemex (Meksiko), perusahaan semen Holcim yang dimiliki oleh Holcim 
dari Swiss, dan perusahaan tambang emas Crystallex yang dimiliki 
Crystallex International Corporation asal Kanada. Selanjutnya, tahun 2010 
menasionalisasi 11 proyek pengeboran minyak yang dimiliki perusahaan 
minyak Amerika Serikat, Helmerich and Payne di kawasan Monagas, 
Anzoategui dan Zulia.7 Hal ini cukup menarik perhatian dunia internasional 
mengingat bahwa pada saat terjadinya nasionalisasi, Venezuela masih 
merupakan salah satu anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) 
yang secara bersama-sama ikut serta menyepakati lahirnya aturan-aturan 
internasional dalam hal perlindungan bagi investasi asing sebagai 
perjanjian internasional. 
Posisi investor asing dalam sebuah negara yang berdaulat pada 
umumnya hanya sebagai mitra usaha bagi pemerintah dalam membangun 
perekonomian negara tersebut. Sementara negara memiliki peran lebih 
dengan menciptakan regulasi-regulasi kepada para investor dalam 
                                                             
6  Kompasiana. 2012. Venezuela Menang, Exxon Mobil Kalah; Kapan Nasionalisasi ala Indonesia?. 
http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/01/04/venezuela-menang-exxonmobil-kalah-kapan-
nasionalisasi-ala-indonesia424720.html (diakses 15 Februari 2013). 




8 (diakses 15 Februari 2013).  
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menjalankan kegiatan investasinya dan setiap investor asing harus tunduk 
pada hukum dan aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Hal inilah 
yang menyebabkan kedudukan investor asing menjadi lemah secara 
hukum dalam suatu negara penerima modal karena kemungkinan 
terjadinya pelanggaran dan tindakan hukum yang sewenang-wenang oleh 
negara penerima sangat besar dengan adanya kedaulatan yang 
dimilikinya. 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga dapat dijadikan 
contoh negara yang kerap melakukan pelanggaran terhadap investor 
asing. Selain nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik 
Belanda pada tahun 19588 dan perusahaan milik Inggris dan Malaysia 
akibat ketegangan politik dengan Malaysia yang terjadi pada masa 
pemerintahan orde lama, pemerintahan selanjutnya pun beberapa kali 
terlibat benturan hukum dengan investor asing. Sebut saja ketika krisis 
moneter terjadi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia kemudian secara 
sepihak membuat keputusan untuk menghentikan sementara proyek-
proyek yang sedang dilaksanakan oleh investor asing. Keputusan tersebut 
dilakukan berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 1998 dengan alasan demi 
menjaga kestabilan dan kedaulatan ekonomi negara yang sedang 
mengalami krisis. Namun, tidak memandang kerugian besar yang 
                                                             
8  Pasal 1 Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan 
Milik Belanda. “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik 
Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan 
dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”. 
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kemudian harus diderita oleh para investor asing akibat penundaan 
karena telah banyak menanamkan modalnya dalam proyek tersebut. 
Selanjutnya, tindakan pemerintah Indonesia yang lain belum lama 
ini adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menghendaki setiap investor 
asing untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak karya yang padahal 
sudah sedang berjalan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah 
Indonesia beralasan bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi kedaulatan 
negara atas sumber daya alamnya dan untuk ketertiban umum namun 
tidak memperdulikan kerugian besar yang diderita oleh para investor asing 
yang sudah turut membantu melaksanakan pembangunan ekonomi 
nasional. 
Perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang 
dapat diberikan oleh negara penerima (host country), terutama terhadap 
kegiatan investasi dan modal berupa aset yang telah ditanamkan 
merupakan hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan sengketa 
hukum di masa yang akan datang. Sebuah sengketa investasi dapat 
muncul karena pengambilalihan properti secara langsung ataupun tidak 
langsung yang menyebabkan hilangnya fungsi kontrol dan penguasaan 
atas aset  yang dilakukan oleh negara penerima, seperti melalui 
pembentukan kebijakan atau peraturan hukum yang menghambat kinerja 
perusahaan investor atau bahkan menghilangkan sama sekali fungsi 
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kontrol perusahaan investor asing atas aset, properti, dan modal yang 
telah ditanamkan. 
Pelanggaran hukum terhadap investor asing yang telah terjadi 
selama ini dengan melibatkan negara penerima modal menjadi bukti 
bahwa kedudukan investor asing dihadapan hukum nasional suatu negara 
sangat lemah. Posisi investor asing yang hanya mengandalkan kekuatan 
modal yang dimilikinya ternyata tidak cukup kuat dalam menghadapi 
gempuran instrumen kedaulatan yang dimiliki oleh negara penerima. 
Kedaulatan penuh negara atas seluruh isi dan semua kegiatan ekonomi 
yang berlangsung dalam wilayahnya membuat negara penerima modal 
dapat membuat peraturan-peraturan sesuai dengan keinginannya yang 
dapat hanya menguntungkan negara penerima modal saja dan merugikan 
bagi investor asing. Posisi investor asing yang lemah dihadapan 
kedaulatan negara penerima inilah yang kemudian harus dilindungi, 
terutama oleh hukum internasional yang dapat memberikan suatu 
intervensi kepada negara-negara penerima modal (host country) dan 
ditaati dalam pelaksanaannya. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis 
merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor asing di negara 
penerima (host country) ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional ? 
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b. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa investasi yang terjadi antara 
investor asing dengan negara penerima ? 
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi 
investor asing di negara penerima (Host Country) ditinjau dari Hukum 
Ekonomi Internasional. 
b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara 
negara penerima (Host Country) dengan investor asing (Foreign 
Investor). 
Sementara itu, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam 
menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut: 
a. Menjadi bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui 
tentang perlindungan hukum bagi investor asing di negara penerima 
dari perspektif hukum ekonomi internasional. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang bentuk 
penyelesaian sengketa investasi antara negara penerima (host country) 












1. Hukum Ekonomi Internasional 
a. Definisi Hukum Ekonomi Internasional 
Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani economos yang memiliki 
arti “seseorang yang mengelola rumah tangga”, yang sering dikenal juga 
sebagai “pengurus/pelayan”. Kata ini diambil untuk menggambarkan 
kebijakan ekonomi individu dalam mengelola rumah tangga yang 
dilakukan sudah sejak lama. Pada prinsipnya, pengelolaan rumah tangga 
berkembang menjadi pengelolaan desa, kota dan seterusnya mencapai 
tingkat pengelolaan negara.9 
Definisi hukum ekonomi internasional menurut John H. Jackson 
seperti yang dikutip Huala Adolf adalah:10 “International economic law 
could be defined as including all legal subjects which have both an 
international and an economic component”. Pendapatnya mengatakan 
bahwa hukum ekonomi internasional adalah semua subyek hukum yang 
memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. Istilah “all legal subjects” 
di atas merujuk kepada semua subyek hukum (bidang hukum), sepanjang 
                                                             
9
  Jeffrey Edmund Curry. 2001. Memahami Ekonomi Internasional. Terjemahan Erlinda M. 
Nusron.   Jakarta: Penerbit PPM. Hlm. 1. 
10 Huala Adolf. 2003. Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 7 
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mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya nasional maupun 
internasional. 
Pendapat John H. Jackson kemudian dipertegas bahkan diperluas 
oleh sarjana berkebangsaan Swiss, Ernst Ulrich Petersmann. Menurut 
beliau, pembahasan hukum ekonomi internasional hanya dari sudut 
hukum internasional tidaklah cukup karena beberapa alasan sebagai 
berikut11: Pertama, hukum ekonomi internasional tidak mudah atau sulit 
untuk dipahami tanpa memahami dengan baik teori ekonomi. Misalnya, 
adanya berbagai pendapat mengenai sebab-sebab timbulnya konflik 
perdagangan internasional. Pada analisa akhir, suatu konflik sebetulnya 
muncul karena adanya konflik kepentingan di dalam negara tersebut 
daripada diantara negara. Dan konflik-konflik kepentingan di dalam suatu 
negara acapkali berkisar pada konflik antara produsen dan konsumen. 
Kedua, bahwa proses liberalisme dan internasionalisme sebagaimana 
sekarang sedang digembor-gemborkan disana-sini, sebenarnya harus 
dimulai di dalam negeri setiap negara. Hal ini tampak nyata di bidang 
perdagangan dan moneter sebagaimana digariskan oleh GATT dan 
anggaran dasar (Articles of Agreement) The International Monetery Fund 
(IMF). Tujuan ini tidak mungkin dapat tercapai kecuali negara-negara 
pelaku utama perdagangan khususnya dan negara-negara umumnya juga 
melaksanakan tujuan tersebut di dalam negerinya. Ketiga, hukum dan 
                                                             
11 Ibid. Hlm. 8. 
14 
 
praktek ekonomi internasional tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan 
proses politik yang membuat atau mengeluarkannya. 
Pendapat Ernst diatas ditentang oleh banyak sarjana seperti 
Verloren van Themaat yang berpendapat bahwa pendekatan tersebut 
terlalu luas. Menurutnya, akan lebih efektif apabila pengkajiannya hanya 
dibatasi pada aturan-aturan hukum yang didasarkan kepada hukum 
internasional publik dengan memberikan definisi mengenai hukum 
ekonomi internasional bahwa: “International economic law can be 
described in overall term as the total range of norms (directly or indirectly 
based on treaties) of public international law with regard to transnational 
economic relations”. 
Sementara itu George Schwarzenberger dalam buku Huala Adolf, 
mendefinisikan hukum ekonomi internasional sebagai berikut:12 
“The branches of international public law which is concerned with the 
ownership and exploitation of national resources, production and 
distribution of goods, invisible international transactions of an 
economic and financial character, currency and finance, related 
services and organization of the entities in such activities.” 
 
Selain beberapa pendapat ahli di atas, sarjana asal Amerika 
Serikat Louis Henkin memberikan pendapat:13 
“All the international law and international agreements governing 
economic transactions that cross state boundaries or otherwise have 
implications for more than one state, such as those involving 
movements of goods, funds, persons, intangibles, technology, 
vessels, or aircraft.” 
 
                                                             
12
 Ibid. Hlm. 9. 
13 Louis Henkin. 1995. International Law. St. Paul: West Publishing Co. Hlm. 1394. 
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Louis Henkin mendefinisikan hukum ekonomi internasional sebagai segala 
bentuk hukum internasional dan perjanjian internasional yang mengatur 
tentang transaksi ekonomi lintas batas negara atau memiliki implikasi 
pada lebih dari satu negara, seperti misalnya mempengaruhi perpindahan 
barang, uang, orang, teknologi, surat-surat maupun penerbangan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh para sarjana Prancis seperti 
Carreau, Juilland dan Flory. Mereka berpendapat bahwa hukum ekonomi 
internasional mencakup lima bidang yaitu: the law of establishment 
(semacam hukum mengenai pendirian perusahaan), hukum penanaman 
modal (the law of investment), hukum lembaga-lembaga ekonomi (the law 
of economic institution), hukum mengenai hubungan-hubungan ekonomi 
(the law of economic relations) dan hukum mengenai integrasi ekonomi 
regional (the law of regional economic integration).14 
 
b. Subyek Hukum Ekonomi Internasional 
Pengertian subyek dalam hukum ekonomi internasional menurut 
Asif Qureshi adalah setiap entitas (satu kesatuan sebagai subyek hukum) 
yang memiliki hak dan kewajiban ekonomi berdasarkan sistem ekonomi 
internasional. Entitas atau subyek hukum ini menurut Qureshi memiliki 
personalitas yang telah diakui dalam hukum ekonomi internasional. 
Pengakuan ini penting karena pengakuan tersebut memberinya 
kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam lingkup 
internasional. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk 
                                                             
14 Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 12. 
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melakukan perjanjian internasional di bidang ekonomi, kemampuan untuk 
menegakkan kesepakatan ekonomi internasional, dan kemampuan untuk 
ikut serta atau terlibat dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi.15 
Doktrin yang mula-mula lahir pada awal abad ke-19 menganggap 
bahwa hanya negaralah satu-satunya subyek hukum internasional 
sehingga individu dianggap bukan penanggung hak atau kewajiban yang 
lahir secara langsung dari hukum internasional. Ketika hukum 
internasional bermaksud  mengenakan suatu kewajiban kepada seorang 
individu, cara yang dapat dilakukan adalah mewajibkan negara-negara 
yang bersangkutan untuk membuat suatu undang-undang mengenai hal 
tersebut dalam hukum nasionalnya. Apabila individu melanggar ketentuan 
hukum nasional tersebut, ia dihukum atas pelanggaran hukum nasional itu 
sesuai dengan hukum internasional. Jika negara lalai atau tidak 
mengundangkan dalam ketentuan hukum atau apabila pengadilan negara 
tersebut tidak melaksanakan aturan-aturan hukum internasional, maka 
pada tingkat internasional akan berakibat lahirnya tuntutan dari negara-
negara lain. 
Pada perkembangannya, terjadi perubahan-perubahan dalam pola 
hubungan internasional dari abad ke-abad sehingga sedikit banyak 
menggoyahkan doktrin lama tersebut. Hubungan internasional juga 
hubungan ekonomi internasional dewasa ini tdak hanya didominasi oleh 
negara melainkan ada juga subyek-subyek lain yang dari waktu ke waktu 
                                                             
15 Ibid. Hlm. 59. 
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aktif melakukan hubungan ekonomi internasional seperti orang 
perorangan (individu) yang kemudian memiliki kewenangan untuk 
mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di 
muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi atau perjanjian 
internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi 1965 yang mendirikan 
ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes). 
Selain negara dan individu, terdapat pula subyek lain dalam hukum 
ekonomi internasional yang memperoleh statusnya berdasarkan hukum 
kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah, seperti 
perusahaan transnasional. Seorang ahli hukum ekonomi internasional, 
Kohona16 juga menegaskan bahwa praktek yang berkembang dalam 
sistem hukum ekonomi internasional adalah semakin berperannya pihak-
pihak non-negara (non-states parties) disamping negara. Peranan mereka 
antara lain adalah mengadakan perundingan dan pembuatan perjanjian-
perjanjian seperti yang diperankan oleh organisasi ekonomi internasional. 
Keikutsertaan organisasi internasional dalam perjanjian-perjanjian 
internasional ini tidak saja dilakukan dengan negara sebagai subyek 
hukum internasional yang utama, tetapi juga dengan organisasi 
internasional lainnya seperti yang dikemukakan dalam pasal V Marakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization (1993) yang 
mengatakan bahwa:17 
                                                             
16  Ibid. Hlm. 61. 
17
  World Bank. 1993. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 
http://www.wto.org/english/rese/bookspe/analyticindexe/wto_agree03e.htm#articleVBa 
(diakses 18 Februari 2013). 
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“1. The general council shal make approriate arrangements for 
effective cooperation with other intergovernmental organizations that 
have responsibilities  related to those of the WTO. 
2. The general council may take approriate  arrangements for 
consultation and cooperation with non-goveernmental organizations 
concerned with matters related to those of the WTO.” 
 
Berikut ini akan dijelaskan secara lebih terperinci tentang beberapa 
subyek hukum ekonomi internasional seperti yang telah dipaparkan diatas 
sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 
 
1) Negara 
Negara merupakan subyek hukum terpenting dan sudah dikenal 
secara umum dalam hukum internasional bahwa negara adalah subyek 
hukum yang paling sempurna dikarenakan negara adalah satu-satunya 
subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan 
kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatu 
yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Tentang kedaulatan negara ini, 
Hercules Booysen menggambarkannya sebagai berikut: 
“... a state can absolutely determine whether anything from outside 
the state. The state would also have the power to determine the 
conditions on  which the goods may be imported into the state or 
exported to another country. ... every state would have the power to 
regulate arbitrarily the conditions of trade.”18 
 
Negara adalah subyek hukum ekonomi internasional yang utama 
dan dari segi perkembangan hukum ekonomi internasional, negara adalah 
subyek hukum yang paling penting. Peran penting negara tampak dalam 
keanggotaan berbagai organisasi ekonomi internasional pada umumnya, 
                                                             
18 Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 58. 
19 
 
misalnya pada WTO dimana hanya negara saja yang berhak menjadi 
anggotanya. Contoh lainnya, seperti dalam badan-badan khusus dan 
badan kelengkapan PBB di bidang ekonomi (misalnya ECOSOC atau 
UNCTAD) dimana hanya mensyaratkan negara sebagai satu-satunya 
pihak yang dapat menjadi anggota. 
Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya dengan 
negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang 
diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas 
terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas disini adalah bahwa negara 
tersebut memiliki hak untuk mengkalim kekebalannya terhadap tuntutan 
kepada dirinya. Tentang imunitas negara ini, Andrew W. Sheldrick 
menggambarkannya sebagai berikut:19 
“sovereign immunity is a long-established precept of public 
international law which requires that a foreign government or head of 
state cannot be sued without its consent. In its traditional form, this rule 
applied to all types of suit, criminal and civil, including those arising out 
of purely commercial transactions undertaken by the foreign 
sovereign.” 
 
Dalam perkembangannya, konsep imunitas negara ini mengalami 
pembatasan-pembatasan yang dapat dikelompokkan menjadi  empat 
bagian, yaitu sebagai berikut:20 Pertama, yaitu pembatasan oleh hukum 
internasional dimana meskipun hukum internasional mengakui imunitas 
negara ini, sekaligus juga ia membatasinya. Hukum internasional 
mensyaratkan negara-negara untuk bekerja sama dengan negara lain 
                                                             
19
  Huala Adolf. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 60. 
20  Ibid. Hlm. 63. 
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untuk memajukan ekonomi. Deklarasi mengenai prisip-prinsip hukum 
internasional antara lain menyatakan bahwa “... states have the duty to co-
operate with one another, irrespective of the difference in their political, 
economic and social system”. Kedua adalah pembatasan oleh hukum 
nasional suatu negara dimana dewasa ini sudah terdapat beberapa 
negara yang memiliki UU mengenai imunitas yang sifatnya membatasi 
imunitas dari negara-negara asing yang melakukan traksaksi 
perdagangan di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. Contoh 
negara-negara tersebut adalah Kanada (State Immunity Act 1982), 
Australia (Foreign States Immunity Act 1985), Amerika Serikat (Foreign 
Sovereign Immunities Act 1976) dan Inggris (State Immunity Act 1978). 
Ketiga, pembatasan secara diam-diam dan sukarela dimana hal ini dapat 
terjadi ketika suatu negara secara sukarela menundukkan dirinya ke 
hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Apabila 
pengadilan memanggil negara tersebut untuk menghadiri persidangan dan 
negara tersebut mematuhinya, negara tersebut dianggap telah dengan 
sukarela menanggalkan imunitasnya. 
Badan Perdagangan Dunia WTO membagi klasifikasi negara 
menjadi empat bagian21, yakni developed countries (negara maju), 
developing countries (negara sedang berkembang), least-developed 
countries (negara kurang maju), dan net food-importing developing 
countries (negara sedang berkembang pengimpor makanan). Namun 
                                                             
21  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 66. 
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walau dengan adanya klasifikasi ini, WTO sendiri tidak memberi 
pengertian atau batasan tentang negara-negara ini. Oleh karena itu, 
penting dikemukakan disini bahwa dengan adanya klasifikasi negara-
negara tersebut, aturan atau ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban 
negara-negara ini pun akan berbeda. Misalnya saja, negara kurang maju 
(least-developed countries) mendapat ketentuan yang lebih 
menguntungkan daripada negara sedang berkembang. Contoh aturan ini 
dapat di lihat pada pasal 2 (1) dari The Decision on Measures in Favour of 
Least-Developed Countries menyatakan:22 
“expeditions implementation of all special and differential measures 
taken in favour of least-developed countries including those taken 
within the context of the uruguay round shall be ensured enough 




Berdasarkan hukum internasional klasik, individu mendapatkan 
kedudukan dari aturan-aturan penting hukum kebiasaan internasional, 
misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang 
asing. Dalam perkembangannya, pengertian individu sebagai subyek 
hukum tidak terbatas dalam arti orang perorangan (natural person) 
melainkan dapat berarti pula sebagai badan hukum (juridical person) yang 
memiliki personalitas baik menurut hukum nasional maupun hukum 
internasional. 
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  World Bank. 1994. Decision on Measures in Favour of Least-Developed Countries. 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31-dlldc_e.htm (diakses 18 Februari 2013). 
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Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh D. Kokkini-Latridou 
dalam pendapatnya:23 
“the present century has seen a growing tendency to admit that 
individual and companies have some degree of international 
personality, but the whole subject is extremely controversial ... but the 
personality is ussually seen as something limited much more than the 
legal personality of international organizations, individu and 
companies may have various right under special treaties, for 
instance. But it has never been suggested that they can imitate states 
by acquiring territory, appointing ambassadors, or declaring war.” 
 
Pengertian di atas secara garis besar menyatakan bahwa individu 
dan perusahaan transnasional memiliki personalitas sebagai subyek 
hukum internasional. Personalitas individu ini sifatnya lebih terbatas 
daripada organisasi internasional, dimana mereka memiliki bermacam-
macam hak dibawah perjanjian internasional, namun mereka tidak dapat 
meniru negara atau berkapasitas seperti negara untuk memperoleh 
teritorial, menugaskan duta besar atau menyatakan perang. Sementara 
itu, George Schelle, menyatakan bahwa masyarakat internasional pada 
akhirnya adalah masyarakat individu yang diatur secara langsung oleh 
hukum internasional, yang bertentangan dengan anggapan bahwa 
individu tidak mempunyai tempat dalam orde juridik internasional.24 
Kedudukan individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional 
diatur, antara lain dalam konvensi ICSID (Convention on the Settlement of 
Investment Disputes between States and Nationals of Other States) tahun 
1965. Konvensi ini secara implisit mengakui individu sebagai suatu subyek 
                                                             
23  Ade Maman Suherman. 2005. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Bogor: Ghalia Indonesia. 
Hlm. 73. 
24
  Boer mauna. 2010. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global. Bandung: P.T. Alumni. Hlm. 57. 
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hukum ekonomi internasional, dalam hal ini tentang kemampuan individu 
dalam membuat kontrak atau perjanjian penanaman modal dengan suatu 
negara. 
Individu sebagai subyek hukum internasional, sebagai contoh, 
tampak pada pengaturan mengenai perlindungan kepentingan ekonomi 
warga negara (individu) Amerika Serikat. Berdasarkan section 301 UU 
Perdagangan Amerika Serikat 1974, perusahaan atau warga negara 
Amerika Serikat dapat meminta pemerintahnya untuk melakukan tindakan 
balasan kepada suatu negara asing tertentu yang telah melakukan suatu 
kebijakan perdagangan yang unreasonable, unjustifiable dan 
discriminatory (tidak wajar, tidak sah dan diskriminatif).25 
 
3) Perusahaan Transnasional 
Perusahaan transnasional sebagai subyek hukum ekonomi 
internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu 
dengan arti juridical person (badan hukum atau perusahaan), namun 
kemudian dibedakan karena dipandang bahwa perusahaan transnasional 
memiliki personalitas yang lebih tinggi tingkatnya dari sekedar individu. 
Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadapnya perlu pula dibedakan 
dalam menggali subyek hukum ekonomi internasional ini. 26 
Perusahaan internasional adalah istilah yang diberikan oleh 
Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) yang dapat dilihat dalam draft yang 
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dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on 
Transnational Corporation, dimana dengan jelas menggunakan istilah 
perusahaan transnasional. Walaupun demikian, para pakar hukum 
ekonomi internasional lebih sering menggunakan istilah multinational 
enterprise atau perusahaan multi nasional.27 
Istilah yang umum diperdebatkan dalam hal ini adalah istilah antara 
multi-nasional dengan transnasional. Istilah yang digunakan suatu 
kelompok ahli terdiri dari 20 orang (group of emminent persons) yang 
dibentuk badan ekonomi dan sosial PBB (UNECOSOC) pada tahun 1973, 
telah menyarankan kepada PBB untuk mengganti kata multinasional 
menjadi transnasional. Usulan ini kemudian diterima dan sejak tahun 
1974, istilah multinasional menjadi hilang dari peredaran dan literatur 
PBB.28 
Menurut Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan 
multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak 
perusahaan yang terletak di berbagai negara. Demikian juga J. 
Panglaykim menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu 
jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok 
perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi 
semuanya diawasi oleh suatu pusat perusahaan.29 
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  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 72. 
29  Juajir Sumardi, Op.cit. hlm. 10. 
25 
 
Menurut Ade Maman Suherman, perusahaan transnasional adalah 
suatu badan hukum (legal entity) yang mempunyai hak dan kewajiban, 
apakah berupa hak membuka cabang (subsidiary), dapat melakukan 
penarikan dana masyarakat, yurisdiksi hukum negara penerima modal, 
sengketa yang timbul, struktur kepemillikan, pengenaan peraturan 
perpajakan dan aspek-aspek hukum lainnya.30 
Sementara itu menurut Sumantoro seperti yang dikutip oleh Juajir 
Sumardi, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat 
melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam 
kegiatan usahanya. Sedangkan Helga Hernes menyatakan dalam salah 
satu tulisannya mengenai perusahaan transnasional ini sebagai berikut: 
“Multinational corporations are powerful organizations by virtue of 
their integrated management, their control over large resources, their 
influence...the market, their role as employer, their role in the transfer 
of technology and their role as agents of development.”31 
 
Definisi yang cukup banyak diikuti adalah definisi dengan 
menggunakan pendekatan struktural dari perusahaan transnasional, 
dimana definisi ini menekankan kepada kekhususan dari keadaan yang 
timbul dari suatu negara penerima manakala suatu perusahaan yang 
didirikan berdasarkan hukum nasional penerima tidak dapat bertindak 
dengan bebas sesuai dengan inisiatifnya. Ia hanya baru akan bertindak 
apabila ada intruksi dari perusahaan induknya.  
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 Ade Maman Suherman, Op.cit. Hlm. 35. 
31 Juajir Sumardi, Op.cit. Hlm. 11. 
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Definisi yang lebih luas lagi dapat ditemukan dalam The Draft Code 
of Conduct on Transnational Corporations, yaitu sebagai berikut:32 
“The term „transnational corporation‟... means an enterprise, 
comprising entities in two or more countries, regadless of the legal 
form and fields of acticity of there entities which operates under a 
system of decision making, permitting coherent polities and a 
common strategy through one or more decision making countries, in 
which the entities  are so linked, by ownership or otherwise, that one 
or more of them may be able to exercise a significant influence over 
the activities of others, and, in particular, to share knowledge, 
resources and responsibilities with the others”. 
 
Peraturan yang menguasai hak lintas dunia bisnis termasuk bisnis 
transnasional, sebagian besar tidak konsisten satu sama lain. Secara 
teoritis terdapat kemungkinan bagi negara-negara untuk menyerasikan 
perundang-undangan mereka, misalnya dengan jalan mengadakan 
perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan 
supranasional untuk mengumumkan seperangkat peraturan yang 
mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya jalan ini dihalangi, karena cukup 
banyak negara kebangsaan bersikeras dengan hak kedaulatan mereka 
untuk berurusan dengan perusahaan asing kalau dianggap perlu. Lagi 
pula dalam hal ini kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara sangat 
besar perbedaannya.33 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Code of Conduct on 
Transnational Corporations yang merupakan hasil prakarsa dari ECOSOC 
hanya merupakan sumber hukum tambahan, yang akan mengikat sebagai 
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27 
 
hukum (legally binding) apabila digunakan oleh hakim sebagai dasar 
hukum untuk memecahkan suatu sengketa internasional mengenai 
perusahaan transnasional. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan 
mengikat yang langsung, namun mempunyai kekuatan tidak langsung 
dalam perannya membentuk unsur psikologis dalam hukum kebiasaan 
internasional.34 
Pengaturan tentang perusahaan transnasional juga terdapat dalam 
Deklarasi Tata Ekonomi Internasional Baru, yang dicanangkan sejak 
tahun 1974, dimana butir ke-4 menyatakan suatu ketegasan sikapnya 
tentang pengaturan kegiatan perusahaan transnasional sebagai berikut:35 
“To regulate and supervise transnational corporation by taking 
measure in the interest of the national economics of the countries 
where such corporation operate on the basis of full sovereignity of 
those countries.” 
 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen tata 
ekonomi dunia baru, terlihat bahwa terjadi pendelegasian hukum dari 
masyarakat internasional kepada tiap-tiap negara untuk memiliki 
wewenang mengatur kegiatan perusahaan transnasional di wilayah yang 
menjadi yurisdiksinya. Dengan demikian, status hukum perusahaan 
transnasional diakui oleh hukum internasional juga sebagai subyek hukum 
nasional dimana perusahaan tersebut menjalankan operasinya. 
Perdebatan dalam mendudukan international company atau 
perusahaan transnasional dalam hukum internasional publik merupakan 
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isu yang menarik dan mengandung kontroversi. Hal ini dikuatkan oleh 
pendapat D. Kokkini-Latridou sebagai berikut:36 
“The present century has seen a growing tendency to admit that 
individual and companies have some degree of international 
personality, but the whole subject is extreemley controversial. ...but 
the personality is ussually seen as something limited much more 
limited than the legal personality of international organizations, 
individu and companies may have various right under special 
treaties, for instance but it has never been suggested that they can 
immitate states by acquiring territory, appointing ambassadors, or 
declaring war.” 
 
Pengertian artikel diatas secara garis besar, bahwa individu dan 
perusahaan (internasional) memiliki personalitas sebagai subyek hukum 
internasional sampai derajat tertentu, walaupun hal tersebut masih 
mengandung kontroversi. Perusahaan transnasional memiliki personalitas 
internasional yang lebih terbatas daripada organisasi internasional 
misalnya, dan tidak akan pernah dapat meniru negara atau berkapasitas 
seperti negara untuk memperoleh teritorial, menugaskan duta besar atau 
menyatakan perang. 
Sementara itu, T. May Rudy membedakan perusahaan 
transnasional ke dalam tiga penggolongan berdasarkan pada motif 
pendirian perusahaan dan kegiatan operasionalnya, yaitu:37 
a. motif untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam atau 
untuk mencari dan mengakuisisi bahan baku (raw material seeker). 
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 T. May Rudy. 2007. Ekonomi Politik Internasional (Peran Domestik hingga Ancaman 
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b. motif untuk menguasai pangsa pasar atau memperluas pasar 
(market seeker). 
c. motif untuk memperoleh tenaga kerja murah atau meminimalkan 
biaya produksi (cost minimizer). 
Philip Jessup menegaskan, dalam praktiknya hukum common law 
menganut ajaran bahwa tempat perusahaan tersebut didirikan sebagai 
penentu nasionalitas perusahaan. Sedangkan dalam sistem civil law 
dianut sebaliknya, yaitu penentu nasionalitas perusahaan berdasarkan 
tempat dipusatkannya kebijakan umum perusahaan itu di buat (ajaran 
siege reel).38 
Perusahaan transnasional adalah suatu bentuk perusahaan yang 
memiliki pengetahuan luas serta bersifat universal tentang teknik-teknik 
produksi dan penjualan. Perusahaan transnasional jauh lebih kecil 
dimotivasi oleh dorongan kedaulatan nasional, sehingga mereka dapat 
mengadakan ikatan yang jauh lebih eraat antar manusia dan perusahaan 
dari berbagai kebangsaan. Sebagai konsekuensi logis dari kecilnya 
dorongan kedaulatan nasional, maka dewasa ini telah banyak terbentuk 
perusahaan transnasional yang semakin memperlihatkan bahwa dalam 
kondisi kekinian, perusahaan transnasional telah menjadi aktor baru dan 
utama dalam panggung ekonomi internasional. Dengan mengandalkan 
berbagai keunggulan yang dimilikinya, perusahaan transnasional dapat 
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berperan membantu pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya 
negara-negara sedang berkembang. 
Menurut Juajir Sumardi, terdapat empat fungsi dari perusahaan 
internasional, yaitu sebagai berikut:39 
a. Selaku penanam modal asing bagi negara-negara yang sedang 
membutuhkannya. 
b. Merupakan pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya 
perusahaan transnasional tersebut. 
c. Penyalur bantuan dari negara-negara maju maupun dari lembaga-
lembaga internasional kepada negara-negara berkembang atau 
yang membutuhkannya. 
d. Sebagai suatu tempat untuk mendapatkan keterampilan dalam 
bekerja, melalui suatu pengkaderan tenaga kerja dari negara 
dimana perusahaan tersebut beroperasi. 
 
4) Organisasi Internasional 
Organisasi merupakan suatu kebutuhan setiap anggota 
masyarakat, baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. 
Terlebih dalam era liberalisasi perdagangan yang semakin global, dimana 
peran organisasi internasional semakin signifikan bahkan dapat melebihi 
kewenangan suatu negara dalam beberapa hal. 
Dalam wacana hukum internasional, organisasi internasional 
mengandung pengertian ganda yang dapat diartikan secara sempit atau 
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secara luas. Organisasi internasional secara luas digunakan untuk 
menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara, baik yang 
bersifat publik maupun privat. Sedangkan organisasi internasional dalam 
arti sempit hanya menujuk kepada setiap organisasi internasional yang 
bersifat publik. 
Untuk mengetahui pengertian organisasi internasional, kita dapat 
melihat dalam piagam PBB (Charter of the United Nations) bab IX tentang 
International Economic and Social Cooperation (kerja sama internasional 
bidang ekonomi dan sosial), pasal 57 yang menyebutkan seperti berikut:40 
“The various specialized agencies, established by intergovernmental 
agreement and having wide international responsibilities, as defined 
in their basic instrumens, in economic, social, cultural, educational, 
health, and related fields, shall be brought into relationship with the 
United Nations in accordance with the provision of article 63.” 
 
Dari pasal 57 Piagam PBB diatas dapat diketahui bahwa syarat-
syarat organisasi internasional adalah sebagai berikut: 
1) Didirikan oleh negara-negara sebagai anggotanya. 
2) Berdasarkan suatu agreement/perjanjian. 
3) Mempunyai tanggung jawab internasional sesuai anggaran dasar. 
4) Dalam afiliasi PBB. 
Selain itu, Maryan Green memberikan definisi organisasi 
internasional sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu 
perjanjian, dimana tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta (an 
international organization is an organization established by a treaty to 
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which three or more states are parties). Sementara itu, Ian Brownlie 
menjelaskan bahwa terdapat tiga kriteria suatu organisasi internasional, 
sebagai berikut:41 
1) Permanent association of states, with lawful objects, equiped by 
organ. 
2) A distinction, in term of legal power and purposes, between the 
organization and its member state. 
3) The existence of legal power is exercisable on the international 
plane and not solely within the system of one or more states. 
Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional 
memiliki konsekuensi yang cukup luas dalam hubungan internasional. 
Sebagai subyek hukum internasional memungkinkannya untuk berfungsi 
sebagai kesatuan hukum dalam lingkup internasional. Ia mampu untuk 
mengikuti dan menjadi peserta dalam perjanjian internasional, dapat 
memberikan perlindungan kepada para pegawainya, dan lain-lain. 
Mengenai  tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi 
internasional, Roma Montaldo menjelaskannya sebagai berikut:42 
“International organizations have concluded treaties, made use of the 
high seas with ships flying their own flags, created international 
peace forces, convened international conferences with 
representatives of states and other international organizations, 
organized internally the functioning and procedure of their organs, 
sent diplomatic representatives to member and non member states 
and received permanent missions from member states, undertaken 
administration task in certain territories, presented protest to states 
and brought claims into the international plane and have participated 
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in the activities of other international organizations with envoys, 
observer, etc”. 
 
Sementara itu organisasi ekonomi internasional menurut 
Petersmann adalah “... an association of states, established by agreement 
and processing a permanent set of organs with autonomous function and 
power, which pursues common economic objectives by means of 
cooperation among its member”.43 Pada dasarnya, terdapat dua 
penggolongan besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional, 
yaitu organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki 
kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu (IMF, 
OPEC, WTO), dan organisasi ekonomi internasional yang secara khusus 
berada dalam sistem organisasi PBB, yang memiliki kompetensi mengatur 
aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya (UNCTAD). 
 
c. Sumber Hukum Ekonomi Internasional 
Hukum ekonomi internasional merupakan bagian dari hukum 
ekonomi internasional publik. Oleh karena itu, apabila kita berbicara 
mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional, maka sumber-
sumber hukum formil internasional seperti yang terdapat dalam pasal 38 
ayat 1 statuta mahkamah internasional dapat juga menjadi sumber-
sumber hukum formil bagi hukum ekonomi internasional yaitu sebagai 
berikut:44 
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- Konvensi atau perjanjian internasional; 
- Kebiasaan-kebiasaan internasional; 
- Prinsip-prinsip hukum; 
- Keputusan-keputusan hakim dan ajaran dari para ahli hukum 
yang terpandang di berbagai negara, sebagai bahan pelengkap 
untuk penentuan peraturan-peraturan hukum. 
Dari sumber-sumber hukum ekonomi diatas, kemudian diuraikan 
lagi secara terperinci seperti berikut ini: 
1) Perjanjian Internasional 
Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih 
subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu 
dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak 
dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.45 
Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang 
terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga 
bentuk yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian 
internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat 
lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum 
internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu 
pengaturan perdagangan yang sifatnya umum diantara para pihak. 
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Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu 
pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.46 
Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan tertulis yang 
dibuat oleh negara-negara yang berada dalam suatu regional tertentu, 
seperti misalnya regional Asia Tenggara dengan pembentukan AFTA. 
Sementara itu, suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian 
tersebut hanya mengikat dua subyek hukum internasional (negara atau 
organisasi internasional).47 
 
2) Kebiasaan-kebiasaan internasional 
Syarat yang mutlak bagi suatu kebiasaan untuk dapat dinyatakan 
sebagai suatu kebiasaan internasional seperti yang dinyatakan oleh 
Mahkamah Internasional dalam sengketa North Sea Continental Shelf 
Case pada tahun 1969 adalah, pertama adanya suatu tindakan yang 
dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Kedua, masyarakat 
internasional memandang tindakan tersebut sebagai mengikat (opinio juris 
sive necessitatis).48 
Sebagai suatu sumber hukum, kebiasaan internasional merupakan 
sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang 
pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dalam studi 
hukum internasional, sumber hukum ini disebut juga lex mercatoria atau 
hukum para pedagang (the law of the merchants). Istilah ini logis karena 
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memang para pedaganglah yang mula-mula menciptakan aturan hukum 
yang berlaku bagi mereka untuk melakukan transaksi dagang mereka. 
Masalah utama yang menjadi kendala bagi pemberlakuan lex 
mercatoria ini adalah masih disangsikannya kekuatan mengikatnya. 
Seperti dapat dimaklumi, bagi para pedagang atau pelaku perdagangan, 
daya atau kekuatan mengikat lex mercatoria tidaklah sulit bagi mereka. 
Mereka secara sukarela menaati dan melaksanakan serta 
memandangnya mengikat karena merekalah yang menciptakannya. 
Namun pada saat ini seiring dengan berkembangnya modernisasi dalam 
masyarakat menuntut kepastian hukum dalam setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh setiap subyek hukum yang dapat diterima dengan adanya 
bukti tertulis. 
 
3) Prinsip-prinsip hukum umum 
Salah satu sumber hukum ekonomi internasional menurut Pasal 38 
(1) Statuta Mahkamah Internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum 
(general principles of law). Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksud 
disini adalah asas-asas hukum modern yang mendasari sistem hukum 
modern. Pengertian sistem hukum modern adalah sistem hukum positif 
yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga hukum negara barat yang 
untuk sbagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga hukum 
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romawi. Dengan kata lain, sistem hukum barat sebagian besar didasarkan 
pada hukum romawi karena pengaruh sejarah.49 
Prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber hukum yang 
cukup penting dalam hukum ekonomi internasional. Hal ini terutama dapat 
dipandang sebagai suatu sumber yang memungkinkan sahnya kontrak-
kontrak yang dilakukan oleh pihak swasta. Disamping itu, sumber hukum 
ini dipandang pula sebagai suatu sistem hukum yang memungkinkan 
untuk dipilih oleh suatu kontrak yang keabsahannya didasarkan pada 
hukum nasional beberapa negara. 
Secara fungsional, asas-asas hukum umum merupakan sumber 
hukum internasional primer yang paling penting atau terutama. 
Kedudukan demikian itu antara lain disebabkan oleh fleksibilitas asas-
asas hukum umum yang memberikan kesempatan bagi kemungkinan 
terbentuknya sumber-sumber hukum internasional baru sebagai akibat 
dari perkembangan yang sedang berlangsung. Asas-asas hukum umum 
sebagai sumber hukum internasional primer yang berdiri sendiri di 
samping sumber-sumber hukum internasional primer lainnya, mempunyai 
kedudukan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum 
internasional sebagai sistem hukum positif.50 
Beberapa contoh prinsip hukum umum adalah prinsip itikad baik 
(good faith) di dalam merundingkan dan melaksanakan perjanjian dan 
prinsip tanggung jawab negara (state responsibility), yaitu apabila suatu 
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negara melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara lain maka 
negara tersebut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akibat 
hukumnya. 
 
4) Putusan-Putusan Hakim dan Doktrin Ahli Hukum 
Keputusan pengadilan (preseden) adalah keputusan-keputusan 
pengadilan baik internasional maupun nasional (dari berbagai negara) 
yang membuktikan adanya khaidah hukum internasional mengenai 
sesuatu persoalan yang dapat diselesaikan berdasarkan sumber-sumber 
hukum internasional primer.51 
Putusan-putusan badan peradilan sebelumnya, baik nasional 
maupun internasional di bidang hukum ekonomi internasional masih relatif 
sedikit. Hukum ekonomi internasional sendiri tidak menganut asas 
yurisprudensi sebagaimana halnya yang dikenal dalam sistem hukum 
common law. Artinya, putusan-putusan hakim yang dikeluarkan 
sebelumnya hanya berlaku untuk sengketa yang bersangkutan saja. Ia 
tidak mengikat sengketa-sengketa yang kemudian lahir.52 
Yurisprudensi dan doktrin hanya merupakan sumber subsidier atau 
sumber tambahan. Yurisprudensi dan doktrin dapat digunakan untuk 
membuktikan adanya sumber hukum internasional mengenai suatu 
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persoalan berdasarkan sumber hukum internasional primer (perjanjian 
internasional, kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum).53 
Ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dari sarjana-sarjana terkemuka 
mengenai hukum ekonomi internasional peranannya masih kecil, bahkan 
belum ada keseragaman dibandingkan dengan ajaran-ajaran di bidang 
hukum internasional klasik. Hal ini terutama disebabkan karena sulitnya 
bagi sarjana untuk melepaskan dirinya dari kepentingan ekonomi 
negaranya guna menyetujui atau menghasilkan suatu yurisprudensi atau 
doktrin sebagai sumber hukum tambahan. 
 
2. Investasi 
a. Istilah dan Pengertian Investasi 
Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire 
(memakai), yang merupakan bayangan yang sesuai mengenai bagaimana 
investasi bisnis berlangsung.54 Investasi memungkinkan suatu 
perusahaan, suatu perekonomian nasional atau suatu wilayah untuk 
memperoleh aset nyata yang kemudian dapat dipakai dalam memproduksi 
barang dan jasa. Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan 
terhadap stok modal fisik, sepeerti pembangunan rumah, pabrik/kantor, 
pembuatan mesin maupun tambahan terhadap persediaan barang. 
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Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep 
teoritis tentang investasi. Fitzegral mengartikan investasi adalah55 aktivitas 
yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang 
dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan 
dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang 
akan datang. Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman 
modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan 
hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan 
investasi tidak hanya ditujukan untuk kegitatan produksi semata-mata, 
tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana 
yang menunjang kegiatan investasi. 
Definisi lain tentang investasi dikemukakan oleh Kamaruddin 
Ahmad, seperti yang dikutip oleh Salim HS dan Budi Sutrisno bahwa 
investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk 
memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana 
tersebut.56 Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang 
atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat 
kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. 
Sementara itu menurut Salim HS dan Budi Sutrisno sendiri, yang 
diartikan dengan investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh 
investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang 
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usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan.57 
Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat 
mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi 
tidak langsung (indirect investment), sedangkan penanaman modal lebih 
memiliki konotasi kepada investasi langsung. Secara umum invetasi atau 
penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 
yang dilakukan baik oleh pribadi (natural person) maupun badan hukum 
(juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau 
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash 
money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan 
intelektual, maupun keahlian.58 
Dalam pendapatnya, Reilly & Brown memberikan definisi tentang 
investasi sebagai komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk 
beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan 
yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa 
keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, dan ketidaktentuan 
penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi 
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b. Jenis Investasi 
Menurut pendapat dari Salim HS dan Budi Sutrisno, pada dasarnya 
investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, 
sumbernya dan cara penanamannya, seperti yang dijelaskan berikut ini:60 
1) Investasi berdasarkan asetnya, dimana investasi digolongkan dari 
aspek modal dan kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi 
lagi menjadi dua macam, yaitu real asset dan financial asset. Real 
asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung, kendaraan 
dan barang berwujud lainnya, sedangkan financial asset merupakan 
dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya 
terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. 
2) Investasi berdasarkan pengaruhnya, dimana investasi disini 
digolongkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak 
berpengaruh dari kegiatan investasi. 
3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, dimana investasi disini 
didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh, baik berasal dari 
modal asing maupun modal dalam negeri. 
4) Investasi berdasarkan bentuknya, dimana investasi disini digolongkan 
berdasarkan pada cara menanamkan investasinya, baik secara 
portofolio maupun investasi langsung. 
Selain itu, T. Mulya Lubis dalam bukunya juga menggolongkan 
kegiatan investasi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:61 
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1) Penanaman modal langsung (direct investment) 
Berdasarkan pasal 1 Cartagena Agreement, penanaman modal 
langsung diartikan sebagai berikut: 
“Direct foreign investment is contribution coming from abroad. Owned 
by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must 
be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or 
equipment with the right to re-export their value and to remit profit 
abroad. Also considered as direct foreign investment are those 
investments in local currency originating from resources which have 
the right to be remitted abroad.” 
 
Penanaman modal langsung dapat dilakukan baik berupa 
mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra 
lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (joint operation scheme) 
tanpa membentuk perusahaan yang baru, dengan mengkonversikan 
pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan 
memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management 
assistance), dengan memberikan lisensi, dll. 
2) Penanaman modal tidak langsung (indirect investment) 
Penanaman modal tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di 
pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal tersebut sebagai 
penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka 
melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang 
relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata 
uang yang hendak mereka perjualbelikan. 
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c. Manfaat Investasi 
Keberadaaan investasi yang ditanamkan oleh investor terutama 
modal asing, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan 
suatu negara. Adi Harsono kemudian mengemukakan dampak dari 
adanya investasi asing atau perusahaan asing di berbagai negara 
berdasarkan bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau perusahaan 
asing. Bukti-bukti tersebut disajikan sebagai berikut:62 
1) Masalah gaji, dimana perusahaan asing membayar gaji 
pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. 
2) Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat 
dibandingkan perusahaan domestik sejenis. 
3) Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di 
bidang pendidikan. 
4) Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak 
dibandingkan perusahaan domestik. 
John W. Head juga mengemukakan tujuh keuntungan investasi, 
khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing tersebut 
adalah sebagai berikut:63 
1) Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk negara tuan 
rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan 
standar hidup mereka. 
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2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk 
negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari 
pendapatan perusahaan-perusahaan baru. 
3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan 
penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk 
berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya. 
4) Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang 
dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan 
perusahaan dan industri lain. 
5) Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan 
memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. 
6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan 
untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan 
rumah. 
7) Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya 
dari pada sebelumnya. 
Dampak positif penanaman modal asing juga dikemukakan secara 
sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eric M. Burt, 
yaitu sebagai berikut:64 
1) Memberi modal kerja. 




2) Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan 
koneksi pasar. 
3) Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh 
perusahaan multinasional (multinasional enterprise atau MNE). 
4) Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru. 
5) Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika 
suatu PMA yang masuk ke negaranya, ternyata tidak mendapatkan 
untung dari modal yang diterimanya. 
6) Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian 
negara-negara penerima. 
Sementara itu menurut Kamaruddin Ahmad, ada beberapa alasan 
sehingga banyak orang melakukan kegiatan investasi, yaitu sebagai 
berikut:65 
1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 
datang dengan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dari 
waktu ke waktu atau setidaknya mempertahankan tingkat 
pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa 
yang akan datang. 
2) Mengurangi tekanan inflasi, dimana dengan melakukan kegiatan 
investasi, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau 
harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 
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3) Dorongan untuk menghemat pajak dengan menggunakan uang 
hasil pajak sebagai modal untuk berinvestasi baik dalam maupun 
oleh masyarakat. 
 
3. Investasi Asing dan Negara Penerima (Host Country) 
a. Pengertian Investasi Asing 
Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan 
domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari 
pembiayaan luar negeri, sementara investasi domestik merupakan 
investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu 
digunakan untuk pengembangan usaha bidang-bidang yang terbuka bagi 
investor dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan. 
Definisi investasi menurut model perjanjian investasi bilateral 
Amerika Serikat The US Model BIT of 2004 adalah:66 
„every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, 
that has the characteristics of an investment, including such 
characteristics as the commitment of capital or other resources, the 
expectation of gain or profit, or the assumption of risk‟. 
Investasi diartikan sebagai semua aset yang dimiliki atau dikontrol oleh 
investor secara langsung ataupun tidak langsung yang memenuhi 
karakteristik investasi, termasuk seperti komitmen modal/dana atau 
sumber daya lainnya, harapan mendapatkan keuntungan ataupun 
perkiraan kerugian. 
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Menurut Sumantoro seperti yang ditulis dalam bukunya, apabila 
kita mengambil sudut pandang hukum nasional Indonesia tentang 
investasi asing atau penanaman modal asing, maka pengertian modal 
asing agaknya akan lebih mengarah ke equity (keuangan) yang 
merupakan suatu fresh capital (dana segar) yang datang dari luar negeri, 
meski diakui juga bahwa alat-alat elektronik, paten/teknologi baru juga 
masuk dalam pengertian modal asing. Selanjutnya hasil keuntungan 
perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikan pun bisa termasuk 
modal asing.67 
Sementara itu, pengertian investasi asing (direct foreign 
investment) menurut isi dari Andean Pact, dijelaskan sebagai berikut:68 
“Direct foreign investment: Contribution coming from abroad owned 
by foreign individual or concerns, to the capital of an enterprise must 
be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or 
equipment with the right to re-export their value and to remit profit 
abroad. Also considered as direct foreign investments are those 
investments in local currency originating from resources which have 
the right to be remitted abroad”. 
 
b. Investor Asing (Foreign Investor) 
Salah satu pihak dalam kegiatan investasi di sebuah negara adalah 
investor, dan apabila pihak tersebut menurut hukum nasional merupakan 
badan hukum ataupun negara asing maka akan disebut sebagai investor 
asing (foreign investor). Banyak perjanjian internasional yang mengartikan 
investor sebagai negara, perusahaan nasional, perusahaan swasta 
negara asing, yang membuat suatu investasi dalam wilayah negara lain. 
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Dalam perkembangannya, orang-perorangan pun sudah dapat dikatakan 
sebagai investor asing dalam hal ia melakukan investasi di negara lain 
dengan kapasitasnya sebagai individu. 
Dalam US Model Bilateral Investment Treaties (BIT) tahun 2004, 
investor diartikan:69 „Investor of party means a party or state enterprise, or 
a national or an enterprise of a party, that attempts to make, is making, or 
has made an investment in the territory of the other party‟. Investor 
diartikan sebagai pihak negara atau perusahaan yang berusaha untuk 
melakukan, sedang melakukan atau sudah melakukan investasi di wilayah 
pihak lain. 
Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan 
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman 
modal di wilayah negara republik indonesia. Investor asing dapat berupa 
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau 
pemerintah asing.70 
 
c. Pengertian Negara Penerima (Host Country) 
Negara adalah subyek hukum internasional dalam arti yang klasik, 
dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional bahkan 
hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu 
pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.71 
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Negara dalam hukum internasional merupakan subyek hukum yang 
terpenting (par excellence) dibanding dengan subyek-subyek hukum 
internasional lainnya. Sesuatu baru dapat disebut sebagai negara apabila 
telah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam pasal 1 
Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
negara, sebagai berikut:72 
1. Memiliki penduduk, 
2. Memiliki wilayah tertentu, 
3. Memiliki pemerintahan, dan 
4. Memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara 
lain. 
Negara dalam konteks hukum internasional, khususnya dalam 
kaitannya dengan perusahaan transnasional dibagi atas dua, yaitu host 
country (negara tuan rumah) dan home country (negara asal). Terdapat 
beberapa istilah yang digunakan oleh para sarjana untuk menyebut 
negara tuan rumah, misalnya George S. Akpan menggunakan istilah Host 
State. Istilah ini juga digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dalam Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDS). 
Sementara itu, stakeholder dan istilah host country yang lebih banyak 
digunakan dalam draft United Nations Code of Conduct on Transnational 
Corporation oleh PBB. 
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Mengenai pengertian negara penerima (host country) sendiri sudah 
jelas dikemukakan dalam draft United Nations Code of Conduct on 
Transnational Corporation pada pasal 1 huruf d yang berbunyi :“... The 
term host country means a country in which an entity other than the parent 
entity is located”. Dengan demikian, host country berarti negara tempat 
perusahaan transnasional berlokasi sebagai negara asalnya. Sedangkan 
istilah stakeholder (pemangku kepentingan) mempunyai pengertian yang 
lebih spesifik, yaitu dalam hal tanggung gugat. 
 
d. Peran dan Tanggungjawab Negara Penerima dalam Investasi 
Dalam Code of Conduct on Transnational Corporation yang 
dibentuk dengan mempertimbangkan perlakuan terhadap perusahaan 
transnasional, peran, tugas dan kewenangan Negara penerima 
perusahaan-perusahaan transnasional yang dibuat PBB tersebut secara 
khusus mengatur bahwa:73 
“States have the right to regulate the entry and establishment of 
transnational corporations including determining the role that such 
corporations may play in economic and social development and 
prohibiting or limiting the extent of their presence in specific sectors”. 
 
Draft tentang kode perilaku perusahaan transnasional menegaskan 
bahwa perusahaan harus menerima perlakuan yang adil dan seimbang di 
negara-negara dimana perusahaan transnasional tersebut melakukan 
kegiatannya (host country), dan bahwa perusahaan transnasional berhak 
dengan beberapa pengecualian yang dibentuk untuk menjaga ketertiban 
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umum dan untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan hukum 
lainnya, berhak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan berbeda dengan 
perusahaan domestik lainnya yang mempunyai wilayah kegiatan yang 
sama.74 
Pendapat dari seorang sarjana hukum internasional, George Ball 
menyatakan bahwa hukum asing dalam melakukan usaha di luar negeri 
harus tunduk pada peraturan hukum negara penerima modal:75 
“Corporation citizen does busines outside the country of its nationality 
by sufferance of the local state, the host government. If a corporate 
citizen affronts the host it can, like human guest, be expelled and like 
an innkeeper who impounds the guest loundry, the host government 
may confiscate whatever immovable property the guest company 
leaves behind the process euphemistically described as 
nationalization, expropriation or more recently, a gradually increasing 
participation. There is no doubt that the host government has the 
power to tax, regulate, expropriate and expell any company that does 
busines within its borders. It is because the host government has 
control power”. 
 
Selanjutnya mengenai peran negara penerima (host country) dalam 
mengawasi kegiatan investasi asing di wilayahnya, disebutkan dalam 
code of conduct atau kode etik perusahaan transnasional yang tercantum 
dalam Declaration on the Establishment of New International Economic 
Order paragraf 4, bahwa hak untuk mengontrol perusahaan transnasional 
merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam tatanan ekonomi 
dunia baru, bahwa perusahaan transnasional harus menaati sepenuhnya 
pada prinsip peraturan, pengawasan terhadap perusahaan multinasional 
dengan mendasarkan kepada kepentingan ekonomi nasional negara di 
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mana perusahaan itu beroperasi atas dasar sebagai negara yang 
berdaulat  penuh.76 
Sementara itu, piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi 
negara-negara (Charter of the Economic Rights and Duties of States) 
yang dibentuk pada tahun 1972 melalui forum the United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga membahas 
tentang pemerataan peran, kewajiban dan tanggung jawab dari tiap 
negara subyek hukum ekonomi internasional sehingga tercipta 
pemerataan pembangunan ekonomi di semua negara, tidak hanya di 
negara maju saja melainkan juga di negara-negara yang sedang 
berkembang. Pasal 2 dalam piagam CERDS menyatakan bahwa adalah 
hak setiap negara untuk “dengan bebas melaksanakan kedaulatan 
permanen penuh ... atas semua kekayaan, kekayaan alam dan kegiatan-
kegiatan ekonominya, “ (ayat 1 a). (“every state has and shall freely 
exercise full and permanent sovereignty, ... over all its wealth, natural 
resources and economic activities”). 
Mengenai kata „full‟ (penuh) diatas, para ahli hukum dari barat 
menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara mengenai kekayaan 
alamnya dapat dibatasi oleh adanya fakta bahwa kekayaan demikian 
dibutuhkan pula oleh negara-negara di belahan dunia lainnya. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh adanya krisis minyak dunia di tahun 1973, dimana 
negara-negara barat sadar betul akan ketergantungannya pada minyak 
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bumi sebagai sumber kekayaan alam yang sangat penting sehingga 
negara-negara ini mengusulkan agar sumber-sumber kekayaan alam 
yang penting bagi seluruh bangsa dijadikan sebagai warisan bersama 
umat manusia. Karena itu pulalah maka suatu negara yang memiliki 
sumber daya alam yang berharga tersebut harus memperhatikan 
kepentingan negara-negara lainnya.77 
Pandangan diatas dibantah oleh sarjana Salem, ia menyatakan 
bahwa kata permanen berarti bahwa negara yang bersangkutan dapat 
memanfaatkan hak-hak berdaulatnya setiap saat. Dimasukkannya kata ini 
dimaksudkan untuk menyangkal pendapat bahwa suatu negara dapat 
melaksanakan hak berdaulatnya dengan memberikan pelaksanaan hak ini 
kepada pihak ketiga, misalnya dengan memberikan suatu konsesi kepada 
perusahaan asing. Pandangan ini kemudian dibantah lagi oleh 
Hohenveldern yang memberikan penjelasan bahwa kedaulatan negara itu 
permanen tidak berarti bahwa hak berdaulat negara tersebut tidak dapat 
ditanggalkan (waiver of sovereignty), meskipun untuk sementara waktu. 
Disamping itu, prinsip hukum perjanjian (kontrak) dalam hukum 
internasional, yakni prinsip itikad baik, membatasi pula pelaksanaan hak 
berdaulat suatu negara.78 
Prinsip itikad baik hadir untuk memberikan batasan agar suatu 
negara tidak dapat dengan bebas memaksakan hak-hak berdaulat yang 
sifatnya permanen tersebut. Mengenai hal tersebut, Hohenveldern 
                                                             
77
 Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 187. 
78 Ibid. Hlm 188. 
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menyatakan bahwa: “we believe that in such a case the world „permanent‟ 
does not entitle the state concerned to disregard at its whim the earlier 
waiver or transfer of such rights”. Dalam mengeksploitasi kekayaan alam 
oleh dua atau lebih negara, masing-masing negara harus bekerjasama 
atas dasar suatu sistem informasi dan berkonsultasi sebelumnya untuk 
mencapai pemanfaatan optimal tanpa merugikan kepentingan-
kepentingan sah negara atau pihak yang lain.79 
Selanjutnya dalam Bab II Pasal 2 (b) CERDS, diatur mengenai hak 
negara terhadap perusahaan transnasional, yaitu:80 
“To regulate and supervise the activities for transnational corporation 
whitin its national jurisdiction and take measures to ensure that such 
activities comply with its laws, rule and regulations and conform with 
economic and social policies. Transnational corporation shall not 
intervene in the internal affairs of a host state”. 
 
Berdasarkan ketentuan seperti yang dikemukakan diatas, terlihat 
bahwa terjadi pendelegasian hukum dari masyarakat internasional kepada 
setiap negara untuk memiliki wewenang mengatur kegiatan perusahaan 
transnasional di wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Dengan demikian, 
status hukum perusahaan transnasional diakui oleh hukum internasional 




                                                             
79  Ibid. Hlm. 189. 
80
  United Nations. 1974. Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX) Charter of 
Economic Rights and Duties of States. http://www.undocum ents.net/a29r3281.htm (diakses  






1. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini dilaksanakan oleh penulis dengan 
melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu: 
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
b. Perpustakaan Universitas Hasanuddin, 
c. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder  
yang merupakan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan bahan 
tertulis lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam menyusun 
skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 
bersumber dari peraturan hukum internasional ataupun hukum nasional 
yang berkaitan dengan perlindungan bagi investor asing di negara 
penerima (host country). 
Selanjutnya untuk mendukung dalam menjelaskan bahan hukum 
primer tersebut, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang 
diperoleh melalui buku-buku teks, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan 
media internet untuk menunjang pembahasan mengenai perlindungan 
investor asing di negara penerima.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini 
menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dengan 
mengumpulkan bahan-bahan hukum dan data-data tertulis yang 
bersumber dari peraturan-peraturan, buku-buku teks, artikel-artikel hukum, 
jurnal hukum, dokumen-dokumen tertulis serta bahan-bahan tertulis lainya 
yang bersumber dari media internet. 
 
4. Analisis Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, data-data 
tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, 
hasil akhir dari proses analisis data-data tersebut akan menghasilkan  














BAB  IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Perlindungan bagi Investor Asing di Negara Penerima (Host 
Country) ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional 
Pengaturan kegiatan penanaman modal dalam lingkup 
internasional merupakan bidang kajian hukum ekonomi internasional yang 
terus mengalami perkembangan. Perkembangan ini terus berjalan seiring 
dengan meningkatnya aktivitas investasi asing lintas negara sebagai 
akibat dari pembangunan dan globalisasi ekonomi. Masyarakat ekonomi 
internasional yang modern memandang bahwa kegiatan investasi 
internasional yang semakin rumit karena melibatkan banyak negara 
membutuhkan instrumen hukum internasional yang lebih jelas dan nyata 
serta mampu memberi intervensi terhadap hukum nasional dan 
setidaknya mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 
penanam modal asing di negara manapun tanpa memandang asal negara 
investor tersebut. Suatu perangkat hukum internasional yang mampu 
menimbulkan saling keterkaitan antara semua negara di dunia wajib 
dibentuk agar tercipta suatu keadaan yang seimbang dalam kegiatan 
investasi asing baik bagi investor asing maupun bagi negara penerima. 
Akhir perang dunia II merupakan babak baru tata ekonomi dunia 
yang berlandaskan perdamaian. Organisasi internasional Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian dibentuk pada tahun 1945 dengan 
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tujuan menciptakan perdamaian dunia dan menghindari terjadinya konflik-
konflik yang dapat menyebabkan perang kembali terjadi, termasuk 
menghindari konflik ekonomi dalam bidang investasi asing. Gelombang 
nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang mulai terjadi pada tahun 
1950-an sebagai akibat ketimpangan ekonomi antara negara maju dengan 
negara berkembang yang kebanyakan baru merdeka semakin menyulut 
semangat negara-negara dunia khususnya negara maju yang umumnya 
bertindak sebagai pemberi modal untuk membentuk suatu perangkat 
hukum internasional tentang investasi asing yang dapat menertibkan dan 
memberi perlindungan bagi investasi asing di negara lain. 
PBB sebagai organisasi internasional terbesar dan memiliki 
pengaruh yang kuat di dunia, kemudian bertindak sebagai wadah untuk 
merundingkan dan membuat suatu kerangka peraturan dalam bidang 
investasi global untuk menghindari dampak yang lebih luas lagi dari 
gelombang nasionalisasi dan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di 
negara lain. Upaya-upaya itu ditempuh lewat forum-forum perundingan 
internasional dan menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional baru 
dalam bidang penanaman modal asing. Hasil dari perjanjian-perjanjian 
internasional ini membentuk suatu sistem hukum perlindungan 
internasional bagi investasi asing karena disepakati oleh negara-negara 
dan melahirkan khaidah-khaidah hukum internasional untuk diberlakukan 
dalam perlindungan investasi asing di negara-negara penerima modal. 
Perang dunia sepertinya menjadi trauma bagi dunia sehingga mencari 
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solusi menghindari konflik dengan membentuk perangkat hukum 
internasional yang mampu menghasilkan keterkaitan antar negara dan 
sebesar-besarnya dapat memberikan rasa keadilan karena disepakati 
secara bersama dalam forum organisasi internasional.  
PBB merupakan organisasi internasional yang telah memberikan 
sumbangsih besar bagi perkembangan sistem hukum ekonomi 
internasional dalam bidang investasi internasional sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai PBB yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia 
termasuk dalam bidang ekonomi.81 UN Declaration on Permanent 
Sovereignty over National Resources 1962, Charter of Economic Rights 
and Duties of States 1974 ataupun International Agreement on Trade-
Related Investment Measures (TRIMs) merupakan beberapa perangkat 
hukum ekonomi internasional yang berhasil dibentuk oleh negara-negara 
untuk kemudian berlaku sebagai hukum dan pedoman dimana sebagian 
isinya menyinggung masalah pengaturan  dan perlindungan bagi kegiatan 
ataupun aset investasi asing di negara penerima. Dalam perkembangan 
hukum internasional, melalui naskah-naskah perjanjian internasional yang 
berisikan khaidah-khaidah hukum inilah perlindungan dan pengaturan 
terhadap kegiatan investor asing di suatu negara penerima modal 
didasarkan dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan bagi investor asing dalam hubungan ekonomi yang 
dilaksanakan dengan negara penerima. 
                                                             
81
 Piagam PBB Bab 1 Pasal 1, Sumber: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
(diakses 20 Juli 2013). 
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a. The United Nations Declaration on Permanent Sovereignty over 
Natural Resources 
Doktrin kedaulatan negara (sovereignty of states) dalam hukum 
internasional merupakan salah satu prinsip yang berpengaruh kuat bahwa 
negara memiliki kedaulatan dalam wilayahnya. Doktrin ini kemudian diakui 
dalam piagam PBB bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama 
(sovereign equality of states) diantara semua anggota sejalan dengan 
tujuan untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam tatanan 
hubungan antarnegara. Setelah perang dunia berakhir, banyak negara-
negara baru yang merdeka dan berdaulat baik dari kolonialisme82 seperti 
Indonesia maupun pemisahan diri seperti yang terjadi pada Uni Soviet. 
Negara-negara yang baru merdeka ini mempelopori suatu kesepakatan 
internasional tentang konsep kedaulatan ekonomi agar dapat diterima dan 
menjadi kebiasaan dalam hukum internasional. 
Setelah mendapatkan kedaulatan politik, maka upaya pertama 
yang dilakukan oleh negara-negara baru ini adalah mendapatkan kembali 
kedaulatan pengelolaan atas ekonominya untuk menciptakan 
kemakmuran bagi negaranya. Negara-negara berkembang yang baru 
merdeka ini memandang bahwa kedaulatan negara tidak akan utuh tanpa 
mendapatkan kedaulatan ekonomi juga dan hal tersebut baru bisa 
didapatkan melalui kedaulatan atas sumber daya alam maupun kegiatan 
                                                             
82 Kolonialisme merupakan pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia 
di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga 




ekonomi yang ada dalam negaranya agar dapat memberi manfaat bagi 
peningkatan kesejahteraan negaranya. Sebenarnya, dengan konsep 
kedaulatan maka negara bisa saja melakukan ekspropriasi atau 
nasionalisasi terhadap aset perusahaan asing namun dikahawatirkan 
dapat memicu konflik, apalagi belum ada aturan internasional yang 
disepakati bersama tentang itu. Doktrin ini kemudian mulai diperkenalkan 
oleh negara-negara baru dan berkembang untuk mendapatkan kembali 
hak dan kedaulatan pengaturan pengelolaan sumber daya alamnya yang 
sebelumnya dikuasai oleh pihak asing baik melalui konsesi83 ataupun 
perjanjian lainnya dalam masa kolonialisme. 
PBB sebagai organisasi internasional terbesar saat itu 
kemudian digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mewadahi 
tercapainya tujuan kedaulatan atas sumber daya alam ini dan 
memperkenalkannya kepada negara anggota lainnya. Melalui 
kesepakatan internasional antar-anggota PBB di New York pada 14 
desember 1962 maka dibentuklah deklarasi PBB tentang kedaulatan 
permanen terhadap sumber daya alam berdasarkan  The General 
Assembly resolution 1803 (XVII) on the Permanent Sovereignty over 
Natural Resources dengan 87 negara yang setuju, 2 menolak dan 12 
suara abstain.84 Selain mengatur ketentuan tentang kedaulatan penuh 
                                                             
83 Konsesi adalah suatu penetapan keputusan administrasi negara yang secara yuridis dan 
kompleks berupa dispensasi-dispensasi, izin, ataupun lisensi-lisensi disertai dengan 
pemberian semacam wewenang pemerintah secara  terbatas kepada konsensionaris. 
84
  Dokumen PBB tentang Permanent Sovereign over Natural Resources. http://untreaty.un.org 
/cod/avl/ha/ga_1803/ga_1803.html (diakses 21 Juli 2013). 
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negara atas kekayaan alamnya, deklarasi ini juga menyinggung masalah 
penanaman modal asing khususnya tentang perlindungan investasi asing  
atas nasionalisasi dan ekspropriasi85. 
Deklarasi ini tampak memberikan keseimbangan antara 
kepentingan negara baru atau berkembang atas kepentingannya 
mendapatkan kembali kedaulatan ekonominya dengan negara maju yang 
umumnya memiliki lebih banyak modal. Keseimbangan itu nampak melalui 
poin kesepakatan bahwa dalam hal suatu negara melakukan 
pengambilalihan ataupun nasionalisasi terhadap perusahaan asing, maka 
harus dilakukan berdasarkan tujuan kepentingan publik dan nasional atau 
demi keamanan. Selanjutnya diatur bahwa negara penerima harus 
memberikan ganti kerugian sesuai dengan hukum nasional yang 
mengatur dan harus pula sesuai dengan hukum internasional, dan apabila 
terjadi sengketa maka harus diselesaikan melalui arbitrase ataupun 
pengadilan internasional: 
“Nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on 
grounds or reasons of public utility, security, or national interest which 
are recognized as overriding purely individual or private interest, both 
domestic and foreign. In such case the owner shall be paid appropriate 
compensation, in accordance with the rules in force in the state taking 
such measures in the exercise of its sovereignty and in accordance 
with international law. In any case where the question of compensation 
gives rise to a controversy, the national jurisdiction of the state taking 
such measures should be exhausted. However, upon agreement by 
                                                             
85 Ekspropriasi mengacu pada pengambilalihan kepemilikan orang asing berupa suatu aset 
tertentu oleh negara tanpa imbalan apapun kepada pemilik terdahulu. Pelopor ekspropriasi 
adalah Leon Trotsky, seorang penganut Marxism dan orang berpengaruh kedua di Sovyet 
setelah Lenin. Ia menggagas ekspropriasi pertama kali pada tahun 1938 dalam bukunya yang 
berjudul Program Transisional Untuk Revolusi Sosialis : Kematian Kapitalisme dan Tugas 
Internasional Keempat. Ekspropriasi digagas Leon Trotsky pada saat itu untuk mengambil alih 
hak milik borjuasi dengan kekuatan militer. 
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sovereign states and other parties concerned, settlement of dispute 
should be made through arbitration or international adjudication”86 
 
Deklarasi PBB tentang kedaulatan penuh atas sumber daya alam 
ini merupakan instrumen internasional pertama dalam sejarah untuk 
meningkatkan dukungan atas gagasan bahwa negara yang berdaulat 
memiliki hak untuk menasionalisasi aset milik perusahaan asing dalam 
kondisi tertentu disertai dengan kompensasi yang sesuai (appropriate 
compensation). Dalam perkembangannya, doktrin kedaulatan dan 
kompensasi seperti ini mendapat sambutan yang baik dari negara-negara 
di dunia ditandai dengan penerapan doktrin ini kedalam hukum nasional 
negara tentang investasi asing, contohnya dapat ditemukan dalam hukum 
nasional Indonesia pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang penanaman modal asing yang kemudian mengalami perubahan 
ke Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, 
pasal 7 dimana salah satu pasal dalam aturan ini mengatur tentang 
pemberian ganti rugi atas tindakan nasionalisasi yang mungkin dilakukan 
oleh negara Indonesia. Walaupun doktrin ini tampaknya menjadi awal titik 
terang bagi perlindungan investor terhadap investasinya dari instrumen 
kedaulatan yang dimiliki oleh negara penerima namun tetap belum dapat 
menghindarkan investor asing secara memadai dari resiko 
pengambilalihan aset yang dimilikinya oleh negara penerima.  
 
                                                             
86
 Pasal 1 ayat 4 The UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) on The Permanent Sovereignty 
over Natural Resources. 
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b. The UN Charter of Economic Rights and Duties of States 
Upaya pengaturan dan perlindungan bagi investor asing di negara 
penerima modal terus dilakukan oleh negara-negara terutama dalam 
forum organisasi internasional yaitu PBB. Piagam Hak-Hak dan Kewajiban 
Ekonomi Negara-Negara merupakan kesepakatan internasional baru 
melalui PBB yang cukup memberikan sumbangsih hukum bagi 
perlindungan investor asing di negara penerima dengan memasukkan 
beberapa ketentuan tentang investasi asing dalam naskah piagamnya. 
Pembentukan piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-
negara ini tidak terlepas dan berkaitan erat dengan lahirnya deklarasi 
internasional tentang pembentukan tata ekonomi internasional yang baru  
(The Declaration on The Establishment of a New International Economic 
Order) berdasarkan Resolusi 3201 (S-VI) oleh lembaga khusus PBB yaitu 
UNCTAD sebagai jawaban dari keinginan negara-negara di dunia 
khususnya negara berkembang untuk menjalin kerja sama internasional di 
bidang ekonomi dalam rangka mengurangi keadaan ekonomi yang 
semakin buruk pada tahun 1960an. Dalam menjalin suatu kerja sama 
ekonomi internasional yang baik maka negara-negara memerlukan suatu 
pedoman hukum internasional sehingga hubungan kerja sama ini dapat 
dilaksanakan dengan baik. Kekosongan pedoman pengaturan hak-hak 
dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan inilah yang 




Piagam internasional CERDS disepakati pada tanggal 12 
Desember 1974 setelah 120 negara setuju, 6 menolak87 dan 10 abstain88. 
Melalui piagam ini, kita dapat melihat usaha dan upaya yang dilakukan 
oleh negara-negara dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi 
investor asing walaupun tidak terlalu signifikan seperti yang termuat pada 
Bab 2 Ayat 2 naskah piagam ini: 
“Article 2. 
 
1. Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, 
including possession, use and disposal, over all its wealth, natural 
resources and economic activities. 
2. Each State has the right:  
a. To regulate and exercise authority over foreign investment within 
its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations 
and in conformity with its national objectives and priorities. No 
State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign 
investment;  
b. To regulate and supervise the activities of transnational 
corporations within its national jurisdiction and take measures to 
ensure that such activities comply with its laws, rules and 
regulations and conform with its economic and social policies. 
Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs 
of a host State. Every State should, with full regard for its 
sovereign rights, cooperate with other States in the exercise of the 
right set forth in this subparagraph;  
c. To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign 
property, in which case appropriate compensation should be paid 
by the State adopting such measures, taking into account its 
relevant laws and regulations and all circumstances that the State 
considers pertinent. In any case where the question of 
compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under 
the domestic law of the nationalizing State and by its tribunals, 
unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that 
other peaceful means be sought on the basis of the sovereign 
                                                             
87
 Belgia, Denmark, Jerman, Luxemburg, Inggris dan Amerika Serikat menolak resolusi PBB ini. 
88
 Austria, Kanada, Prancis, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia dan Spanyol memilih 
abstain dalam pemungutan suara. 
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equality of States and in accordance with the principle of free 
choice of means.”89 
 
Dari piagam ini dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap investor 
asing masih sangat jauh dari keberpihakan. Menyangkut penanaman 
modal asing, piagam CERDS lebih banyak memberikan keuntungan bagi 
negara penerima. Penegasan kedaulatan ekonomi secara penuh yang 
dimiliki oleh suatu negara atas kekayaan dan semua aktivitas ekonominya 
jelas menjadi ancaman bagi investor asing terhadap tindakan 
kesewenang-wenangan dari negara penerima modal. Ketidakberpihakan 
pada investor asing juga terlihat pada ketentuan bahwa negara tidak wajib 
memberikan perlakuan khusus bagi investasi asing dan mengenai 
nasionalisasi ataupun pengambilalihan aset milik investor asing, apabila 
terjadi sengketa dalam hal pemberian kompensasi maka harus 
diselesaikan menurut hukum nasional penerima modal kecuali para pihak 
sepakat untuk menyelesaikannya secara damai atas dasar persamaan 
kedaulatan negara dan sesuai dengan prinsip pemilihan cara-cara yang 
bebas. 
Dalam hal penyelesaian sengketa investasi, piagam CERDS agak 
kontradiktif dengan deklarasi PSNR yang telah dibentuk sebelumnya 
melalui resolusi majelis umum PBB. Piagam CERDS menegaskan bahwa 
penyelesaian sengketa harus diselesaikan menurut hukum dan 
pengadilan negara penerima tanpa harus sesuai dengan hukum 
                                                             
89
 Resolution Adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and 
Duties of States. Sumber: http://www.un-documents.net/a29r3281.htm (diakses 23 Juli 2013). 
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internasional, sementara deklarasi PSNR menghendaki penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase atau pengadilan internasional demi menjaga 
ketidakberpihakan hukum. Pembatasan pemilihan hukum inilah yang 
membuat sebagian negara maju menolak piagam ini. 
Dalam perkembangannya, konsep penyelesaian sengketa yang 
hanya berdasarkan hukum nasional saja tidak mendapat sambutan yang 
cukup baik bagi negara-negara. Walaupun negara-negara berkembang 
merupakan pelopor dari konsep tersebut, namun pada kenyataannya 
sekarang ini hukum nasional negara-negara sedang berkembang tetap 
memberikan pemilihan hukum bagi investor asing dalam penyelesaian 
sengketa investasi baik melalui hukum nasional maupun arbitrase atau 
pengadilan internasional. Indonesia misalnya sebagai salah satu negara 
berkembang lebih memilih penyelesaian sengketa investasi melalui 
lembaga arbitrase berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal pasal 7 ayat 3: “jika diantara kedua belah pihak tidak 
tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase”.  
Piagam CERDS ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada 
sistem hukum ekonomi internasional dalam bidang penanaman modal 
asing. Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya umumnya lebih 
memilih cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan hukum 
internasional untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan 
modalnya di negaranya. Hal ini setidaknya terbukti di Indonesia bahwa 
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dengan adanya ketentuan penyelesaian sengketa investasi seperti ini 
sukup meningkatkan jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia 
sampai saat ini. 
 
c. The UN Code of Conduct for Transnational Corporations 
Kelanjutan dari deklarasi internasional tentang tatanan ekonomi 
internasional baru (New International Economic Order) adalah 
dibentuknya Komisi PBB tentang Perusahaan Transnasional (The UN 
Commission on Transnational Corporation) pada tahun 1974 oleh dewan 
ekonomi dan social PBB (ECOSOC) untuk merumuskan usulan tentang 
peraturan perusahaan transnasional. Komisi perusahaan transnasional 
(CTC) ini melakukan aktivitasnya terkait dengan perjuangan untuk 
mewujudkan tujuan terbentuknya kerja sama internasional dalam bidang 
ekonomi demi tercapainya pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik 
dan seimbang terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang 
sesuai dengan sasaran yang ingin diraih dalam deklarasi tatanan ekonomi 
internasional baru (NIEO) 1974. 
Pengaturan tentang perusahaan transnasional ini memiliki 
keterkaitan dengan pengaturan investasi asing dan perlindungan bagi 
investor asing. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi asing masuk ke 
suatu negara selalu dalam bentuk perusahaan asing, baik sepenuhnya 
asing ataupun sebagian saja. Pengaturan aktivitas investasi asing oleh 
perusahaan transnasional melalui Draft Code of Conduct for Transnational 
Corporation yang berhasil dirumuskan pada 1988, dapat kita temukan 
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pada pasal 48 bahwa perusahaan transnasional harus menerima 
perlakuan yang sama dan adil (non-diskriminasi) sesuai dengan hukum 
dimana perusahaan itu beroperasi.90 Kemudian mengenai nasionalisasi 
dan ekspropriasi sebagai isu utama dalam investasi asing, naskah draft 
PBB ini menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan 
nasionalisasi dan ekspropriasi terhadap seluruh ataupun sebagian dari 
aset perusahaan asing dengan memberikan kompensasi berdasarkan 
hukum nasional negara penerima. Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila 
terjadi sengketa investasi maka harus diselesaikan berdasarkan hukum 
nasional negara tamu dan pengadilannya.91 
Sebagai suatu produk hukum internasional dalam bentuk code of 
conduct yang dibentuk oleh komisi dalam organisasi PBB, kekuatan 
mengikat dari bentuk hukum ini tidaklah sekuat bentuk hukum lainnya 
seperti perjanjian internasional. Menurut Huala Adolf, bahkan ada sarjana 
yang memandang code of conduct hanya sebagai guidelines atau 
                                                             
90  Draft code of Conduct for Transnational Corporations poin 48, “Transnational corporations 
should receive [fair and] equitable [and non-discriminatory] treatment [under] [in accordance 
with] the laws, regulations and administrative practices of the countries in which they operate 
[as well as intergovernmental obligations to which the Governments of these countries have 
freely subscribed] [consistent with their international obligations] [consistent with 
international law].” Lihat situs: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/Compendium/en/ 
13%20volume%201.pdf (diakses 24 Juli 2013). 
91  Poin 54 “In the exercise of its right to nationalize or expropriate totally or partially the assets 
of transnational corporations operating in its territory, the State adopting those measures 
should pay adequate compensation taking into account its own laws and regulations and all 
the circumstances which the State may deem relevant. When the question of compensation 
gives rise to controversy or should there be a dispute as to whether a nationalization or 
expropriation has taken place, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing or 
expropriating State and by its tribunals.” 
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pedoman berupa anjuran yang tidak mengikat (non-binding 
agreements).92 
Dalam perkembangannya, produk hukum ini walaupun sifatnya 
tidak mengikat dan tergantung dari keinginan negara saja untuk 
menerapkan aturan ini atau tidak, aturan internasional ini tetap dipandang 
sebagai suatu kemajuan bagi upaya perlindungan investor asing di negara 
penerima. Ketentuan untuk memberikan perlakuan non-diskriminasi bagi 
perusahaan asing/investor asing di negara penerima cukup menjadi bukti 
bahwa perlindungan terhadap investor asing mengalami kemajuan berarti. 
Meskipun produk hukum internasional ini bersifat tidak mengikat secara 
langsung, namun dapat kita lihat bahwa draft ini mempunyai kekuatan 
tidak langsung dengan memberi pengaruh unsur psikologis bagi 
kebiasaan internasional dalam bidang investasi demi perkembangan 
perlindungan investasi asing kedepannya. 
 
d. The International Convention on The Settlement of Investment 
Disputes Between States and National of Other States (ICSID) 
Salah satu faktor yang menentukan kepastian hukum dalam 
berinvestasi adalah adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa 
investasi yang kredibel dan independen. Hal inilah yang melatarbelakangi 
Bank Dunia (World Bank) untuk membentuk suatu badan penyelesaian 
sengketa khususnya di bidang investasi melaui suatu kesepakatan 
internasional yaitu konvensi ICSID (Convention on The Settlement of 
                                                             
92  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 182. 
72 
 
Investment Disputes between States and National of Other States). Hasil 
dari konvensi ini adalah dibentuknya suatu badan internasional 
penyelesaian sengketa asing, Center for the Settlement of Investment 
Disputes (ICSID) pada 18 Maret 1985 dimana terdapat 158 negara yang 
menandatangani konvensi ini dan 149 diantaranya telah menyerahkan 
dokumen ratifikasi atas konvensi ini.93 Tujuan utama dibentuknya badan 
arbitrase ini adalah untuk memfasilitasi serta mengisi kekosongan upaya 
hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal dengan 
menyediakan suatu mekanisme berupa arbitrase dan untuk mendorong 
serta melindungi arus modal/investasi dari satu negara ke negara lainnya 
sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata.94 
Yurisdiksi dari badan arbitrase ini dibatasi hanya mengkhususkan 
pada permasalahan penanaman modal asing saja yang salah satu 
pihaknya adalah negara penerima. Ketentuan ini terdapat pada pasal 25 
konvensi ICSID: 
“The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising 
directly out of an investment, between a Contracting State (or any 
constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to 
the Centre by that State) and a national of another Contracting State, 
which the parties to the dispute consent in writing to submit to the 
Centre. When the parties have given their consent, no party may with-
draw its consent unilaterally.” 
Terbentuknya konvensi ini merupakan akibat yang tidak langsung 
dari situasi perekonomian dunia yang mengalami guncangan akibat 
                                                             
93  Sejarah terbentuknya ICSID. Sumber : https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?request 
Type=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=MemberStates_Home (diakses 25 Juli 
2013). 
94
   Pasal 1 Konvensi ICSID Ayat 2: “The purpose of the Centre shall be to provide facilities for 
conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals 
of other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention”. 
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nasionalisasi dan ekspropriasi terhadap perusahaan-perusahaan asing  
yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang di dalam wilayahnya 
pada tahun 1950 samapai 1960an. Tindakan ini sangat mengkhawatirkan 
bagi terjaganya perdamaian dunia karena dapat mengakibatkan konflik 
ekonomi yang dapat berubah ke arah konflik politik atau bahkan sengketa 
terbuka berupa perang. Salah satu kasusnya adalah nasionalisasi di 
Tunisia terhadap perusahaan-perusahaan Prancis dengan adanya uu 
nasionalisasi terhadap tanah milik orang asing yang disahkan oleh 
parlemen Tunisia. Karena itulah maka banyak negara-negara khususnya 
anggota Bank Dunia memandang bahwa harus ada suatu mekanisme 
penyelesaian sengketa melalui suatu badan yang independen dan 
terbebas dari pengaruh politik negara tertentu sehingga tidak 
menimbulkan kecurigaan dan keberpihakan. Apabila suatu sengketa 
terjadi, maka badan arbitrase ini akan membentuk suatu panel arbitrase 
dimana panel inilah yang akan membahas dan memutuskan sengketa 
investasi tersebut. 
Konvensi ICSID merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya 
internasional melindungi penanaman modal asing karena berhasil 
mengadakan suatu tindakan nyata dengan membentuk institusi 
penyelesaian sengketa investasi yang independen di bawah naungan 
Bank Dunia. Dalam perkembangannya, badan ICSID menjadi suatu 
lembaga arbitrase yang sangat populer di kalangan para investor karena 
dianggap mampu menyediakan suatu skema penyelesaian sengketa yang 
74 
 
independen. Penyelesaian sengketa melalui hukum nasional suatu negara 
sangat erat dengan kepentingan-kepentingan nasional negara tersebut 
sehingga putusannya dianggap akan lebih menguntungkan dan memihak 
kepada pemerintah negara daripada investor asing. 
Peranan Bank Dunia melalui konvensi ICSID yang membentuk 
suatu badan arbitrase dan konsiliasi penyelesaian sengketa sampai 
sekarang ini dapat dilihat bahwa telah memberikan sumbangsih yang 
cukup signifikan bagi perlindungan terhadap investor asing di negara 
penerima dengan memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada 
investor asing tidak hanya melalui pengadilan dan hukum nasional suatu 
negara saja sehingga berpengaruh kepada kepastian hukum yang dapat 
diperoleh oleh investor asing apabila terjadi sengketa. Terbentuknya 
badan ini juga menjadi bukti upaya negara-negara untuk membentuk 
suatu standar perlindungan internasional yang sama (international 
standard) terhadap kegiatan investasi yang telah berlangsung secara 
internasional juga. 
 
e. The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA) 
Upaya perlindungan terhadap investasi asing dengan membentuk 
suatu sistem perlindungan hukum yang saling terkait sejalan dengan 
perkembangan kegiatan penenaman modal yang kompleks semakin 
menampakkan kemajuan. Selain didirikannya badan penyelesaian 
sengketa investasi internasional, upaya tersebut ditunjukkan dengan 
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dibentuknya leembaga penjaminan investasi internasional. Bank dunia 
sebagai suatu badan khusus PBB memiliki peran besar dalam melahirkan 
lembaga penjamin investasi secara internasional ini. 
Kepastian hukum sebagai syarat perlindungan bagi investor asing, 
selain dapat diperoleh melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang 
adil dan independen, juga dapat diperoleh melalui adanya suatu 
mekanisme penjaminan dan pemberian kompensasi terhadap resiko 
kerugian yang dapat dialami oleh investor asing akibat tindakan 
pemerintah suatu negara penerima. Dengan adanya mekanisme seperti 
ini, dipandang bahwa akan meningkatkan minat investor untuk 
berinvestasi di negara lain dan dapat berpengaruh langsung pada 
perkembangan ekonomi dunia dengan adanya pemerataan penyaluran 
modal kepada negara-negara khususnya negara berkembang. Hal inilah 
yang melatarbelakangi negara-negara anggota Bank Dunia untuk 
membentuk lembaga penjaminan investasi MIGA. 
Pada tahun 1985, berdasarkan konvensi yang disahkan oleh para 
pimpinan Bank Dunia yaitu The Convention Establishing the Multilateral 
Investment Guarantee Agency, lembaga penjamin investasi internasional 
yang sering dikenal dengan  istilah MIGA terbentuk. Lembaga ini 
berupaya untuk memajukan saling pengertian dari negara penerima dan 
kepercayaan dari investor asing dalam menanamkan modalnya dimana 
dalam hal ini secara khusus MIGA akan memberikan jaminan kepada 
penanaman modal terhadap kerugian-kerugian yang berasal dari resiko 
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non-komersial95. Tujuan utama pembentukan MIGA adalah menggalakkan 
penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di negara-negara 
khususnya yang sedang berkembang: “The objective of the agency shall 
be to encourage the flow of investments for productive purposes among 
other member countries, and in particular to developing member 
countries”.96 
Demi mencapai tujuan tersebut maka MIGA melaksanakan 
beberapa kegiatan-kegiatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 
Konvensi MIGA untuk menunjang tujuan tersebut: 
- Mengeluarkan jaminan-jaminan termasuk di dalamnya coinsurance 
(mengasuransikan bersama) dan reinsurance (mengasuransikan 
kembali) terhadap resiko-resiko non-komersial untuk penanaman modal 
di suatu negara anggota yang berasal dari negara anggota lainnya; 
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memajukan aliran 
penanaman modal ke dan dari negara-negara sedang berkembang; 
dan 
- Melaksanakan kekuasaan-kekuasaan lainnya yang diperlukan guna 
memajukan tujuan-tujuannya. 
Jika dicermati, pembentukan MIGA merupakan suatu faktor yang 
baru lagi dalam peningkatan upaya perlindungan hukum bagi kegiatan 
                                                             
95  Berdasarkan Pasal 11 Konvensi MIGA, dijelaskan bahwa resiko-resiko investasi yang akan 
diberikan jaminan adalah masalah-masalah yang mencakup transfer mata uang, ekspropriasi 
dan hal semacamnya, pelanggaran kontrak atapun perang dan gangguan dari masyarakat. 
“the risk covered include problems associated with currency transfer, expropriation and similar 
measures; breach  of contract: and war and civil disturbance.” 
96  Lihat Pasal 2 Konvensi MIGA. 
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maupun aset investasi asing dalam dunia internasional. Prinsip untuk 
memberikan jaminan terhadap ganti kerugian bagi resiko investasi di 
suatu negara tentunya merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi 
invetor asing untuk mendapatkan rasa kepastian hukum. Sebaliknya bagi 
negara penerima (host country), prinsip ini dapat dijadikan sebagai 
magnet untuk menarik minat investor asing menanamkan modal ke 
negaranya untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi 
nasionalnya. 
 
f. WTO – The Agreement on Trade-Related Investment Measures 
(TRIMs) 
Berbagai upaya dalam melahirkan instrumen hukum internasional 
tentang perlindungan bagi investor asing juga dilakukan melalui forum 
organisasi perdagangan dunia (WTO) yang merupakan suatu badan 
khusus di PBB. WTO (World Trade Organization) adalah organisasi 
perdagangan dunia yang terbentuk pada tahun 1994 berdasarkan suatu 
pertemuan internasional di Maroko dan mulai resmi berdiri sejak 1995. 
WTO sendiri merupakan lanjutan dari upaya untuk membuat sebuah 
organisasi perdagangan dunia setelah Perang Dunia II berakhir dengan 
tujuan sebagai forum untuk membahas dan mengatur masalah seputar 
perdagangan internasional. Setelah PBB terbentuk pada 1945, maka 
badan PBB yaitu UNCTAD (United Nation Conference on Trade and 
Development) menyelenggarakan konferensi dengan tujuan untuk 
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membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yaitu ITO 
(International Trade Organization). 
Pada saat perancangan piagam ITO, dirancang pula suatu draft 
yang memuat kesepakatan tentang hasil-hasil negosiasi tarif dan klausul 
perlindungan tentang tarif perdagangan internasional (GATT) yang 
kemudian berhasil dibentuk pada tahun 1947.97 Dalam perkembangan 
selanjutnya, ternyata piagam ITO yang dirancang sebelumnya gagal untuk 
diberlakukan karena mendapatkan penolakan dari parlemen Amerika 
sebagai negara pelaku utama ekonomi dunia saat itu. Oleh sebab itulah 
tersisa GATT saja yang menjadi suatu forum bayangan tentang 
perdagangan internasional. Melalui forum GATT, negara-negara 
membahas isu-isu seputar pengaturan perdagangan internasional yang 
dilakukan dalam beberapa putaran-putaran pertemuan. 
Tahun-tahun awal putaran GATT lebih dikonsentrasikan pada 
negosiasi tentang upaya pengurangan tarif dalam perdagangan 
internasional. Kemudian pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 
1960an) dibahas Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement). 
Putaran Tokyo selama tahun 1970an merupakan upaya terbesar pertama 
untuk menanggulangi hambatan perdagangan (non-tariff barriers) dan 
perbaikan sistem perdagangan. Seperti yang telah disebut diatas putaran 
terakhir adalah Putaran Perundingan di Uruguay yang merupakan putaran 
terbesar dan mengarah kepada pembentukan WTO. 
                                                             
97  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 116. 
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Dalam perkembangannya, forum General Agreement on Tariff and 
Trade (GATT) juga membahas mengenai peraturan investasi yang 
berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Investment Measures - 
TRIMs) yang mempunyai implikasi luas. Sebelum putaran Uruguay 
(Uruguay Round 1986 - 1993) GATT tidak berhubungan dengan investasi 
asing, karena perjanjian perdagangan ini hanya menyangkut tarif dan 
perdagangan lagipula investasi asing bukan bentuk tradisional dari 
perdagangan. Namun dalam perkembangannya, tarif dan perdagangan 
menjadi relevan dengan investasi asing ketika negara penerima modal 
menerapkan peraturan-peraturan perdagangan terhadap penanaman 
modal asing, misalnya mewajibkan investor untuk membeli produksi 
dalam negeri tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
proyek investasi, dan membatasi dan mengawasi aktivitas perdagangan 
investasi asing secara ketat melalui aturan-aturan nasionalnya. 
 Peraturan Investasi Berhubungan Dengan Perdagangan (Trade 
Related Investment Measures - TRIMs) dibahas dalam putaran Uruguay 
yang bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota 
dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi 
perdagangan sesuai prinsip-prinsip GATT seperti national treatment 
(perlakuan nasional). Sebagaimana kita ketahui, penanaman modal asing 
merupakan bentuk lain dari perdagangan internasional, dapat 
menimbulkan perbedaan kepentingan antara negara penanam modal 
(investor) dan negara penerima modal (host country). 
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Penanaman modal asing tidak akan menjadi instrumen 
perdagangan internasional, bila investor tidak menerima keuntungan 
kompetitif untuk investasi yang dibuatnya diluar negeri. Pada waktu yang 
sama, investasi asing juga tidak akan diterima oleh negara penerima 
modal jika negara tersebut tidak mendapatkan keuntungan sebagai hasil 
langsung dari investasi asing. Hubungan antara perdagangan dan 
investasi inilah yang kemudian melatarbelakangi forum GATT (WTO) 
untuk membentuk aturan-aturan kepada setiap anggotanya berkaitan 
dengan investasi (Trade Related Investment-Measures) pada tahun 1994 
sebagai salah satu kesepakatan dalam putaran Uruguay. Pada dasarnya, 
TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal di negara 
penerima yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 199498 sebagai 
instrumen untuk membatasi penanaman modal asing. 
Naskah perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 
terdiri dari sembilan pasal beserta lampiran mengenai ilustrasi kebijakan-
kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam TRIMs. Pasal 2 
dari TRIMs mungkin adalah yang paling penting yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan bagi investor asing dalam kegiatan 
penanaman modalnya di negara lain. Bagian ini mengatur tentang prinsip 
perlakuan nasional (National Treatment) dan pembatasan-pembatasan 
                                                             
98  Berdasarkan dokumen GATT 1994 , prinsip utama yang berkaitan dengan investasi yaitu 
prinsip perlakuan sama terhadap semua negara (Most Favoured Nation) yang terdapat pada 
Pasal 1 GATT 1994 dan prinsip perlakuan sama dalam negeri (National Treatment) pada Pasal 
3 GATT 1994. 
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kuantitatif (Quantitative Restrictions) dalam kegiatan perdagangan yang 
berkaitan dengan investasi: 
“1. Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, 
no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the 
provisions of Article III or Article XI of GATT 1994. 
2. An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation 
of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 
1994 and the obligation of general elimination of quantitative 
restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is 
contained in Annex to this Agreement.”99 
 
Pasal diatas menjelaskan bahwa peraturan investasi di suatu 
negara anggota GATT (WTO) yang berhubungan dengan perdagangan 
barang tidak boleh bertentangan dengan pasal III (berkaitan dengan 
prinsip national treatment) dan pasal XI dari GATT (berkaitan dengan 
quantitative restriction). Kedua pasal tersebut berhubungan dengan 
tindakan pemerintah suatu negara anggota dalam melakukan diskriminasi 
kebijakan terhadap barang-barang impor, membatasi kegiatan 
perdagangan internasional atau melindungi produksi lokal dalam 
negaranya. 
Berdasarkan aturan ini, negara-negara diharuskan untuk tidak 
membuat aturan atau kebijakan di bidang penaman modal yang bersifat 
membeda-bedakan investor asing dengan lokal dalam hal perdagangan 
barang serta tidak boleh melakukan pembatasan-pembatasan 
perdagangan barang terhadap para investor asing. Tujuan dari ketentuan 
ini adalah agar terjadi keseimbangan dan persaingan yang sehat dalam 
                                                             
99
  Uruguay Round Agreement, Trade-Related Investment Measures. Sumber: http://www.wto. 
org/english/docs_e/legal_e/18-trims_e.htm (diakses 26 Juli 2013). 
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melakukan kegiatan usaha di suatu negara dan lebih adil bagi semua 
pihak baik investor asing maupun investor lokal. 
 
Dalam perkembangannya, kita dapat melihat bahwa bentuk 
perlindungan hukum terhadap investor asing diberikan melalui aturan-
aturan dalam bentuk  perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh 
masyarakat internasional melalui forum organisasi internasional seperti 
PBB, Bank Dunia ataupun WTO. Hasil dari perjanjian-perjanjian 
internasional tersebut dituangkan dalam naskah-naskah kesepakatan 
yang mengandung unsur dan khaidah-khaidah hukum tentang pengaturan 
dan perlindungan terhadap kegiatan investasi asing. Prinsip-prinsip dalam 
perjanjian internasional inilah yang digunakan sebagai pedoman bagi 
pengaturan dan perlindungan investasi dalam hukum internasional untuk 
diterapkan di negara-negara pelaksana penanaman modal (negara 
penerima) terutama penanaman modal asing. 
Dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang perlindungan 
investasi asing, umumnya prinsip-prinsip utama yang terkandung di 
dalamnya adalah mengenai perlakuan non-diskriminasi (berkaitan dengan 
national treatment principle), pembayaran ganti rugi yang wajar terhadap 
nasionalisasi dan ekspropriasi (appropriate compensation) dan 
penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan yang independen 
(arbitrase), serta pemberian jaminan (insurance) terhadap resiko 
pelanggaran dan kerugian yang dapat dialami oleh investor asing di 
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wilayah dimana mereka menanamkan modalnya. Walaupun sampai saat 
ini belum ada suatu bentuk perjanjian internasional khusus tentang 
pengaturan investasi asing yang dapat dijadikan patokan baku bagi 
pengaturan serta perlindungan bagi investor asing, namun perjanjian-
perjanjian internasional yang sudah ada sampai saat ini dapat dikatakan 
sebagai suatu kemajuan besar bagi perlindungan terhadap investasi asing 
dalam hukum internasional. 
Sebagai instrumen internasional, kita ketahui bahwa suatu 
perjanjian internasional tidak dapat berlaku secara langsung dalam suatu 
negara. Hal ini dikarenakan adanya kedaulatan dari tiap negara yang 
harus dihargai dan dihormati. Kedaulatan itu termasuk memiliki kekuasaan 
untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti investasi asing. Oleh karena 
itulah itulah maka hukum internsaional yang telah ada tentang investasi 
asing harus diterapkan ke negara-negara untuk dapat berlaku sebagai 
sebagai hukum positif dalam negara tersebut baik melalui ratifikasi 
maupun penyerapan khaidah-khaidah internasional dalam pembentukan 
hukum nasional. 
Penerapan hukum internasional tentang pengaturan dan 
perlindungan investasi asing dapat kita lihat salah satunya dalam sistem 
hukum nasional Indonesia. Penerapan dan pelaksanaan khaidah-khaidah 
perjanjian internasional kedalam suatu negara menurut hukum nasional 
dilakukan melalui beberapa cara yaitu:100 
                                                             




- Pengesahan, baik dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi 
(accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). 
- Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik. 
- Cara-cara lain yang disepakati para pihak dalam perjanjian 
internasional. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal adalah bukti nyata yang dapat kita lihat mengenai penerapan 
khaidah-khaidah internasional perlindungan investasi asing di Indonesia 
sebagai negara penerima modal asing. Dengan disatukannya pengaturan 
tentang penanaman modal tanpa membedakan kewarganegaraan 
investor, baik asing maupun dalam negeri dapat kita lihat sebagai 
penerapan khaidah non-diskriminasi yang tertuang dalam Perjanjian 
Internasional TRIMs. Sebelumnya hukum Indonesia membedakan 
perlakuan terhadap investor asing dan investor dalam negeri dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman 
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri. Setelah perjanjian TRIMs terbentuk, 
maka pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota WTO kemudian 
memiliki „kewajiban‟ untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan 
pedoman yang disediakan oleh hukum internasional tentang investasi. 
Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penanaman 
modal diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dengan 
85 
 
tidak membedakan asal negara (most favoured nation) dan pasal 4 ayat 2 
dari undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah akan memberikan 
perlakuan yang sama bagi investor dalam negeri dan investor asing 
(national treatment). Dalam hal perizinan kita dapat temukan bahwa 
khaidah ini cukup diterapkan dengan baik di Indonesia dengan adanya 
kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dalam bidang penanaman modal 
yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 27 
Tahun 2009. Aturan ini menghendaki agar semua kegiatan pelayanan 
terrmasuk perizinan dalam bidang investasi baik asing maupun dalam 
negeri dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah yang membidangi 
penanaman modal saja yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM)101 sehingga dapat dilihat bahwa baik investor asing maupun lokal 
pada dasarnya akan mendapatkan perlakuan yang sama. 
Melalui undang-undang nomor 25 tahun 2007 ini kita juga dapat 
melihat bahwa dalam hal melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan 
kepemilikan perusahaan asing maka akan diberikan kompensasi yang 
layak kepada investor asing (appropriate compensation).102 Hal ini sesuai 
pula dengan khaidah yang dituangkan dalam beberapa perjanjian 
                                                             
101  Pasal 27 UU Nomor 25 Tahun 2007, “(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman 
modal, baik  koordinasi antarinstansi Pemerintah, antar-instansi Pemerintah dengan Bank 
Indonesia, antar-instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar-pemerintah 
daerah. (2)  Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. ” 
102  Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 : “(1) Pemerintah tidak  akan  
melakukan  tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, 
kecuali dengan undang-undang. (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi 
atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1), Pemerintah 
akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.” 
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internasional seperti Deklarasi Kedaulatan Negara atas sumber daya alam 
(Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources) yang 
menghendaki adanya pemberian ganti kerugian yang sesuai bagi investor 
asing terhadap tindakan nasionalisasi oleh negara penerima. Hukum 
Indonesia juga menerapkan khaidah pemilihan hukum dalam hal terjadi 
sengketa investasi dengan para investor asing. 
Selain hukum nasional, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan 
melalui pengadilan atau forum lain yang dianggap lebih independen 
berupa lembaga arbitrase.103 Pemerintah Indonesia sendiri telah 
melakukan ratifikasi terhadap naskah Konvensi ICSID berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal, 
sebagai akibatnya Indonesia terikat pada komitmen untuk mengakui 
adanya skema penyelesaian sengketa selain berdasarkan hukum dan 
pengadilan nasionalnya. Menurut Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID, kata 
sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID tidak perlu 
dinyatakan di dalam dokumen tersendiri apabila negara penerima modal 
melalui peraturan perundang-undangannya dapat menawarkan agar 
sengketa yang timbul antara investor dan negara penerima modal 
diserahkan kepada arbitrase ICSID. 
                                                             
103
  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Ayat 3 : “Jika di antara kedua belah pihak tidak 
tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase”. 
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Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengikuti 
pedoman khaidah-khaidah internasional dalam hal pengaturan dan 
perlindungan bagi investor asing. Bahkan penerapannya sudah sampai ke 
daerah seperti misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian 
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang 
Penanaman Modal dimana isinya sebagian besar merupakan cerminan 
dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
Pemerintah daerah Sulsel juga menerapkan perlakuan sama bagi investor 
asing dengan investor lokal  dalam hal perizinan dengan mengeluarkan 
Pergub Nomor 13 Tahun 2012 yang menghendaki terpusatnya semua 
jenis perizinan dibawah suatu sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 
yang dalam pelaksanaannya dilakukan di Unit PTSP BKPMD Sulsel. 
Penerapan khaidah-khaidah hukum internasional dalam hukum 
nasional negara penerima tentang perlindungan bagi investor asing dalam 
menanamkan modalnya di wilayahnya akan berimplikasi langsung pada 
peningkatan jumlah investasi asing yang masuk ke negara tersebut, sama 
seperti yang sudah dialami oleh Indonesia sampai saat ini. Hal ini terjadi 
sebagai akibat peningkatan kepercayaan orang asing akan iklim 
berinvestasi di Indonesia dimana kepastian hukum dan perlindungannya 
semakin baik sehingga investasi asing dapat membawa manfaat yang 




Jika kita cermati, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan 
hukum ekonomi internasional telah cukup berhasil melahirkan instrumen-
instrumen hukum  untuk memberikan perlindungan bagi investor asing 
dalam berinvestasi melalui perjanjian-perjanjian internasional yang 
kemudian diterapkan dalam negara-negara penerima modal. Namun 
kendala-kendala dalam upaya perlindungan bagi investor asing tetap saja 
masih terjadi sampai saat ini. Perbedaan pandangan ideologi dan tujuan 
politik ekonomi negara-negara di dunia yang berbeda mengakibatkan 
penerapan khaidah hukum internasional di negara-negara berbeda-beda 
pula. Terlebih lagi dengan adanya doktrin kedaulatan yang dimiliki oleh 
negara untuk menguasai dan mengatur segala aktivitas ekonomi dalam 
wilayahnya sehingga hukum nasional sebuah negara tidak dapat 
diintervensi untuk tunduk begitu saja pada khaidah hukum internasional.  
Hukum internasional memberikan pengakuan terhadap kedaulatan 
negara seperti pada deklarasi kedaulatan permanen negara atas 
kekayaan alamnya (Deklarasi PSNR) bahwa “the  right  of  peoples  and  
nations  to  permanent  sovereignty over  their  natural  wealth  and  
resources  must  be  exercised  in the  interest  of  their  national  
development  and  of  the  well-being  of  the  people  of  the  State  
concerned.” Selain itu, dalam piagam hak-hak dan kewajiban negara-
negara (CERDS)104 juga disebutkan pengakuan bahwa setiap negara 
                                                             
104
  Pasal 2 Piagam CERDS: “Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, 




dapat melaksanakan praktik kedaulatan permanen atas semua kekayaan 
alamnya dan kegiatan ekonomi dalam wilayahnya. Selain itu menurut 
hukum internasional, negara juga memiliki wewenang untuk mengatur 
(regulate) dan mengawasi (supervise) semua kegiatan investasi asing dan 
perusahaan-perusahaan internasional di negaranya berdasarkan hukum 
nasionalnya. Hal inilah yang kemudian sering menjadi kendala utama 
dalam upaya perlindungan bagi investor asing ketika negara 
menggunakan kedaulatan dan wewenangnya untuk membentuk 
peraturan-peraturan atau kebijakan yang lebih condong pada keuntungan 
pihaknya saja. 
Dalam hal perlakuan non-diskriminasi juga misalnya, di Indonesia 
walaupun khaidah ini telah diterapkan melalui undang-undang namun 
tetap saja dapat ditemukan celah dimana aturan-aturan tersebut lebih 
berpihak pada investor lokal dengan adanya batasan-batasan yang tetap 
diberlakukan kepada para investor asing. Meskipun dalam pengurusan 
izin usaha pada dasarnya melalui prosedur yang sama dengan adanya 
BKPM, namun investor asing diberikan beberapa batasan untuk tidak 
dapat melakukan kegiatan penanaman modal di beberapa bidang 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman modal. Dari aturan ini jelas terlihat 
bahwa pada dasarnya tetap ada perbedaan perlakuan terhadap investor 
asing dibandingkan dengan investor lokal. 
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Kendala-kendala dalam kegiatan penanaman modal asing juga 
dapat kita lihat dalam hal penyelesaian sengketa antara negara penerima 
dengan para investor asing. Walaupun pemerintah negara penerima 
mengakui adanya suatu skema penyelesaian sengketa investasi asing di 
luar sistem hukum nasional dan pengadilannya melalui lembaga arbitrase, 
pelaksanaan putusan sengketa tersebut tidaklah mudah untuk dapat 
diterapkan. Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini, dimana meski 
telah meratifikasi Konvensi ICSID berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1968105 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan 
Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal yang mengakibatkan 
Indonesia terikat pada konvensi tersebut, pelaksanaan putusan dari 
lembaga arbitrase ini tidak dapat dilakukan begitu saja di Indonesia 
melainkan masih harus melalui persetujuan dari Mahkamah Agung 
Indonesia.106 Disini jelas terlihat bahwa kedaulatan suatu negara 
merupakan suatu hal yang mutlak dan sangat besar kekuatannya 
sehingga tetap tidak mudah bagi hukum internasional untuk 
melaksanakan keinginannya di negara tersebut. Disinilah kemudian faktor 
itikad baik (good will) dari negara penerima memainkan peran utama 
dalam penegakkan khaidah hukum internasional di negara tersebut. 
                                                             
105  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 : “Menyetujui Konvensi tentang Penyelesaian 
Perselisihan antara Negara dan Warga negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention 
on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States) yang 
salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini. 
106  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 : “Untuk melaksanakan putusan Mahkamah 
Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara 
Republik Indonesia dan Warga negara Asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan 
Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.” 
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Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi 
internasional telah cukup berhasil membentuk instrumen hukum 
internasional sebagai perlindungan bagi investor asing dalam 
menanamkan modalnya di negara lain. Perlindungan hukum yang 
diberikan kepada para investor asing menurut hukum internasional adalah 
melalui pembuatan perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati 
oleh negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut 
kemudian melahirkan beberapa prinsip dan khaidah-khaidah hukum 
investasi asing yang berlaku secara internasional dalam tatanan 
hubungan ekonomi negara-negara. Selain itu, perlindungan hukum juga 
diberikan kepada para investor asing melalui pembentukan lembaga-
lembaga penjamin investasi seperti MIGA dan badan penyelesaian 
sengketa investasi internasional yang independen dan bebas dari 
intervensi negara manapun yaitu ICSID. Kesemua instrumen hukum 
internasional bagi investor asing, sampai telah cukup memberikan 
perlindungan baik dari segi perlindungan atas pengaturan dan kebijakan di 
negara penerima, perlindungan atas penyelesaian sengketa yang tidak 
fair, maupun perlindungan dari kerugian materil dengan adanya jaminan 
terhadap investasinya. 
 
2. Penyelesaian Sengketa antara Investor Asing dengan Negara 
Penerima (Host Country)  
Pelaksanaan kegiatan dalam hubungan ekonomi internasional yang 
berbentuk penanaman modal merupakan aktivitas yang melibatkan dua 
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kepentingan besar yaitu kepentingan negara penerima sebagai pihak 
yang menerima dan mengatur investasi yang masuk ke negaranya dan 
kepentingan investor asing sebagai pihak yang memiliki dan menanamkan 
modal. Kepentingan yang dimiliki oleh negara penerima modal adalah 
menerima keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan penanaman 
modal asing di negaranya. Sementara tujuan dan kepentingan dari para 
investor asing pun sama, yaitu ingin mendapatkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dari kegiatan investasi yang dilakukannya di suatu 
negara. Kedua kepentingan inilah yang sering berbenturan dan 
menimbulkan gesekan yang berakibat konflik dan sengketa antara negara 
penerima modal dengan investor asing ketika dalam mencapai tujuan dan 
kepentingan tesebut tidak dilaksanakan menurut prinsip itikad baik (good 
will) dan saling menghargai. 
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing haruslah 
mematuhi aturan-aturan dan ketertiban umum negara penerima. 
Sebaliknya negara penerima wajib memberikan perlakuan yang wajar 
kepada investor asing melalui aturan dan kebijakan yang tidak merugikan 
investor asing secara tidak adil. Pada prinsipnya, apabila hak dan 
kewajiban-kewajiban ini dilanggar dan tidak dilaksanakan, maka konflik 
dan sengketa antara kedua pihak tersebut pasti akan terjadi. 
Sengketa dalam kegiatan penanaman modal asing yang terjadi 
antara investor asing dengan negara penerima umumnya disebabkan 
karena beberapa alasan utama seperti lahirnya kebijakan atau aturan baru 
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oleh negara penerima yang dianggap merugikan investor asing, 
pencabutan izin usaha, pengambilalihan kepemilikan dan bahkan 
nasionalisasi terhadap aset dari investor asing. Sengketa-sengketa 
investasi ini memerlukan penyelesaian dengan baik agar dapat 
menciptakan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan konflik yang 
lebih jauh lagi serta merusak tatanan pergaulan ekonomi dunia. 
Hubungan yang timbul dari kegiatan penanaman modal antara 
investor asing dengan negara penerima modal merupakan hubungan 
hukum karena dilakukan oleh dua subyek hukum internasional dan 
menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh 
karena itulah maka sengketa antara investor asing dengan negara 
penerima dapat digolongkan sebagai sebuah sengketa hukum 
internasional sehingga sebaiknya diselesaikan menurut hukum dan 
aturan-aturan internasional yang berlaku.  
Deklarasi PBB mengenai Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya 
Alam (PSNR) 1962 merupakan salah instrumen perjanjian internasional 
yang dapat memberikan pedoman dalam hal penyelesaian sengketa di 
bidang penanaman modal asing, secara khusus mengenai penyelesaian 
sengketa yang dihasilkan dari tindakan nasionalisasi ataupun 
pengambilalihan hak terhadap investor asing oleh negara penerima 
seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 4 Deklarasi PSNR:107 
                                                             
107
  Deklarasi Permanent Sovereign over Natural Resources. Sumber: http://www.un.org/ga/ 
search /view_doc.asp?symbol =A/ RES/1803%28XVII%29 (diakses 27 Juli 2013). 
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“… In any case where the question of compensation gives rise to a 
controversy, the national jurisdiction of the state taking such measures 
shall be exhausted. However, upon agreement by sovereign states and 
other parties concerned, settlement of dispute should be made through 
arbitration or international adjudication.” 
 
Berdasarkan ketentuan hukum internasional ini, dapat dilihat bahwa suatu 
sengketa investasi asing tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan 
nasional negara penerima. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran akan 
netralitas pengadilan nasional terhadap pengaruh dan tekanan dari 
pemerintah negara tersebut. Sebaliknya suatu sengketa investasi asing 
diharapkan untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan 
internasional yang dianggap lebih independen dan netral dalam 
menyelesaikan sengketa investasi asing. Hal yang kemudian harus 
menjadi perhatian adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
atau pengadilan internasional, harus didasarkan pada kesepakatan para 
pihak. 
Piagam CERDS (Charter of Economic Rights and Duties of States) 
juga memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum ekonomi 
internasional dalam bidang penyelesaian sengketa penanaman modal 
asing. Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara ini secara 
khusus memberikan pedoman penyelesaian sengketa terhadap suatu 
tindakan nasionalisasi yang tidak diterima oleh pihak investor asing 
sehingga menimbulkan sengketa. Pasal 2 ayat 2 (c) Piagam CERDS 
mengatakan bahwa: 
“… In any case where the question of compensation gives rise to a 
controversy, it shall be settled under the domestic law of the 
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nationalizing state and by its tribunals, unless it is freely and mutually 
agreed by all states concerned that other peaceful means be sought on 
the basis of the sovereign equality of states and in accordance with the 
principle of free choice of means.” 
 
Dalam ketentuan ini, suatu penyelesaian sengketa investasi 
diharuskan untuk diselesaikan berdasarkan hukum nasional negara 
penerima dan melalui pengadilan negara tersebut. Hal ini cukup masuk 
akal mengingat bahwa status hukum investor asing dalam menanamkan 
modalnya di negara penerima berbentuk badan hukum yang berdiri 
berdasarkan hukum nasional sehingga status tersebut menjadikan posisi 
investor asing diakui sebagai salah satu subyek hukum nasional negara 
dan memiliki hak dan kewajiban hukum berdasarkan hukum nasional 
negara penerima. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia bahwa dalam 
menanamkan modalnya secara langsung (FDI) investor asing wajib 
melaksanakannya dalam bentuk perseroan terbatas yang dibentuk 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.108 
Walaupun demikian, aturan dalam Piagam CERDS ini tetap membuka 
kemungkinan adanya bentuk penyelesaian sengketa di luar hukum 
nasional melalui cara-cara damai sebagai tujuan utama yang harus 
didasarkan pada kesepakatan para pihak. 
                                                             
108  Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 
“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum 
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang.” 
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Pasal 3 ayat 1 Piagam PBB mengandung ketentuan tentang 
penyelesaian suatu sengketa internasional secara damai sebagai 
berikut:109 
“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to 
endanger maintenance of international peace and security, shall, first of 
all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or 
arrangements, or other peaceful means of their own choice.” 
 
Pada prinsipnya, hukum internasional memberikan pedoman dalam 
menyelesaikan suatu sengketa internasional termasuk sengketa 
internasional dalam bidang ekonomi dan penanaman modal dengan 
melalui cara-cara seperti pertama-tama negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
arbitrase, pengadilan ataupun jalan penyelesaian secara damai lainnya. 
Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa apabila terjadi sengketa 
dengan negara penerima dalam bidang penanaman modal, investor asing 
dapat melakukan beberapa upaya hukum baik secara diplomatik maupun 
secara hukum untuk menyelesaikan sengketanya dengan negara 
penerima. 
Jika dicermati, hukum internasional menghendaki agar suatu 
sengketa investasi yang melibatkan orang asing sehingga termasuk 
golongan sengketa internasional haruslah diselesaikan pertama-tama 
melalui jalan diplomatik. Tujuannya jelas yaitu untuk mendahulukan dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian seperti yang dicitakan hukum 
internasional. Namun sayangnya penyelesaian sengketa dalam bentuk ini 
                                                             
109  United Nations Charter. Sumber : http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
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tidak memiliki kekuatan yang cukup ketika suatu solusi atau putusan atas 
sengketa tersebut dihasilkan dan ingin diterapkan. Penerapannya lebih 
didasarkan pada keinginan para pihak saja untuk menjalankannya atau 
tidak. Akibat kurangnya kekuatan mengikat dan sifat memaksa dari bentuk 
penyelesaian sengketa seperti ini maka dalam perkembangannya dikenal 
pula bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dalam bidang 
penanaman modal asing. Ketika penyelesaian sengketa investasi asing 
melalui jalan diplomatik tidak mendapatkan hasil yang memuaskan bagi 
para pihak maka upaya selanjutnya adalah melalui jalur hukum yang 
dapat menghasilkan putusan atas sengketa yang sifatnya mengikat dan 
memaksa para pihak untuk melaksanakannya. 
Huala Adolf membedakan cara penyelesaian sengketa 
internasional secara damai ke dalam dua kelompok yaitu penyelesaian 
secara diplomatik (seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi) dan 
penyelesaian secara hukum (arbitrase dan pengadilan).110 Penyelesaian 
sengketa antara investor asing dengan negara penerima secara 
diplomatik berkaitan dengan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 
kedua pihak terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut secara 
langsung dan hasil atau putusan akhir dari penyelesaiannya hanya berupa 
saran saja yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. 
Sementara dalam penyelesaian sengketa investasi secara hukum, kedua 
pihak tidak lagi terlibat langsung menyelesaikan sengketa dengan 
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memberikan wewenang kepada suatu lembaga hukum tertentu untuk 
menilai dan memberikan putusan atas sengketa mereka menurut suatu 
sistem hukum tertentu yang bersifat mengikat dan memaksa kedua pihak 
untuk menjalankannya. 
Berdasarkan instrumen-instrumen hukum ekonomi internasional 
yang sudah ada sebelumnya dalam perjanjian-perjanjian internasional, 
kita dapat menemukan beberapa bentuk cara penyelesaian sengketa 
dalam bidang investasi antara investor asing dengan negara penerima. 
Penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor asing dengan 
negara penerima dapat dilakukan melalui beberapa bentuk seperti 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase ataupun melalui pengadilan. Pada 
dasarnya, saat ini penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman 
modal haruslah dilakukan melalui jalan damai sesuai dengan tujuan 
masyarakat internasional yang tertuang dalam Piagam PBB yaitu untuk 
menjaga dan memelihara perdamaian dunia. 
 
 Negosiasi 
Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan bentuk 
pemecahan perselisihan yang paling dasar dan sederhana. Negosiasi 
merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para 
pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencari penyelesaian 
melalui dialog atau pembicaraan tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut 
Fleischhauer seperti yang dikutip Huala Adolf bahwa dengan tidak adanya 
keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat 
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internasional telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama 
dalam penyelesaian sengketa.111 Apabila proses ini berhasil, maka akan 
dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang disepakati oleh 
kedua pihak dalam bentuk dokumen tertulis sehingga dapat memiliki 
kekuatan mengikat (pacta sun servanda). 
Pada dasarnya semua sengketa hukum dapat diselesaikan melalui 
jalan negosiasi antara kedua belah pihak termasuk dalam sengketa 
penanaman modal antara investor asing dengan negara penerima. 
Negosiasi merupakan suatu upaya bersama dari negara penerima dan 
investor asing untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang 
disepakati bersama dengan membicarakan kembali dasar permasalahan 
sengketanya dan mencari solusinya secara bersama-sama dalam sebuah 
pembicaraan perundingan. Penyelesaian sengketa investasi dalam bentuk 
ini sangat sederhana karena hanya dilakukan oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa saja melalui pembicaraan-pembicaraan yang 
didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak. 
Kelemahan utama dalam penyelesaian sengketa dengan bentuk 
seperti ini menurut Huala Adolf adalah sebagai berikut:112 
- Apabila para pihak berkedudukan tidak seimbang dimana salah satu 
lebih kuat dari yang lain sehingga pihak yang kuat berada dalam 
posisi menekan pihak yang lain, akibatnya solusi yang dihasilkan tidak 
seimbang juga. 
                                                             
111
 Ibid. Hlm. 27. 
112  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 300. 
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- Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi seringkali memakan 
waktu yang lama karena sulitnya mendapatkan keputusan bersama 
dengan adanya benturan kepentingan antara kedua pihak. Selain itu, 
dalam negosiasi tidak ada aturan tentang batas waktu penyelesaian 
sengketa. 
- Apabila salah satu atau kedua pihak terlalu keras pada pendiriannya, 
maka negosiasi ini tidak akan berlangsung baik dan tidak produktif. 
Penyelesaian sengketa melalui negosiasi memiliki beberapa 
keunggualan dari bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini 
diutarakan oleh Huala Adolf sebagai berikut:113 
- Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana 
penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan 
mereka. 
- Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur 
penyelesaiannya. 
- Negosiasi dapat menghindarkan perhatian publik sehingga menjaga 
citra kedua pihak. 
- Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang 
dapat diterima dan memuaskan bagi kedua pihak, tanpa ada yang 
merasa terlalu dirugikan atau terlalu diuntungkan. 
Negara penerima dan investor asing dapat menyelesaiakan 
sengketa penanaman modal yang terjadi antara keduanya melalui 
                                                             
113  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 27. 
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pembicaran dan perundingan antara keduanya untuk mencapai suatu 
kesepakan bersama dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dapat 
terjadi apabila negara penerima dan investor asing bersama-sama 
sepakat berdasarkan itikad baik untuk menyelesaiakan sengketanya 
dengan cara ini sehingga hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh 
kedua pihak. Walaupun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui 
negosiasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena hanya 
dilaksanakan oleh kedua pihak sengketa saja, namun hasil dari 
penyelesaian sengketa dalam bentuk ini, kemudian dapat dituangkan 
dalam suatu dokumen perjanjian sehingga dapat memiliki kekuatan 
hukum mengikat untuk dijalankan oleh kedua belah pihak. 
 
 Mediasi 
Penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi merupakan suatu 
upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh para pihak yang 
bersengketa secara langsung dengan mengikutsertakan pihak ketiga 
sebagai penengah atau mediator. Mediasi merupakan upaya untuk 
mengakhiri perselisihan antara para pihak yang bersengketa dengan cara 
berdialog dan mencari suatu jalan keluar yang dapat disepakati oleh 
semua pihak. Dalam proses mediasi, bantuan pihak ketiga atau mediator 
sangat penting dan berperan besar dalam menyelesaikan sengketa 
tersebut. Seorang mediator dapat berupa negara, organisasi internasional, 
ataupun perseorangan yang dipandang mampu dan kompeten untuk 
berperan secara aktif dalam proses mediasi tersebut. Penentuan mediator 
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dalam menyelesaikan suatu sengketa tergantung sepenuhnya dari 
kesepakatan para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa ekonomi internasional melalui jalan mediasi 
tidaklah terikat pada suatu tata acara tertentu, semuanya terserah dari 
kehendak para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Peran mediator disini 
tidak semata-mata hanya untuk mempertemukan para pihak agar 
bersedia merundingkan persengketaannya, melainkan juga ikut terlibat 
dalam perundingan dengan para pihak dan pada akhirnya memberikan 
saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa. 
Hasil dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah berupa 
rekomendasi atau saran-saran dari mediator yang bersifat tidak mengikat 
secara hukum. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui mediasi 
dilakukan diluar sistem peradilan dan hukum. Namun para pihak yang 
bersengketa kemudian dapat memperkuat daya mengikat dari hasil 
mediasi tersebut dengan membentuk suatu dokumen perjanjian 
berdasarkan hukum apabila disepakati oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa. 
Menurut Bindschedler, penyelesaian sengketa internasional melalui 
jalan mediasi memiliki beberapa keuntungan. Mediator sebagai penengah 
dapat memberikan usulan-usulan yang kompromis diantara para pihak. 
Selain itu, mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa lainnya, 
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seperti memberikan bantuan dalam pelaksanaan kesepakatan, bantuan 
keuangan ataupun bantuan mengawasi pelaksanaan kesepakatan.114  
Sementara itu, sisi negatif dari mediasi adalah bisa saja mediator 
lebih memihak kepada salah satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses 
mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus 
mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling 
bertentangan dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus 
dirumuskan sebuah kesepakatan.115 Tercapai atau tidaknya kesepakatan 
sangat  tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses 
mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai 
dan konflik pun tidak dapat terselesaikan. Selain itu  dalam proses mediasi 
harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. 
Informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak menjadi 
sangat penting bagi mediator untuk dapat segera memberikan 
pendapatnya terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu kedua belah 
pihak harus memberikan kewenangan yang cukup bagi mediator untuk 
menjadi penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. 
Kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan 
pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi 
kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. 
                                                             
114  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 34. 
115  Revy S.M. Korah. 2013. Mediasi merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam 
Sengketa Perdagangan Internasional. Jurnal Hukum Unsrat Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013. 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/download/1144/922 
(diakses 27 Juli 2013). 
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Pada dasarnya sengketa penanaman modal antara negara 
penerima dengan investor asing juga dapat diselesaikan melalui alternatif 
penyelesaian sengketa di luar peradilan yaitu mediasi. Apabila kedua 
pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kegiatan 
penanaman modal yang mellibatkan keduanya, maka negara penerima 
dan investor asing dapat menentukan secara bersama-sama pihak ketiga 
yang akan menjadi mediator dalam membantu penyelesaian sengketa 
mereka. 
 Konsiliasi 
Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi merupakan bentuk 
penyelesaian perselisihan yang juga melibatkan pihak ketiga sebagai 
penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Pihak penengah 
tersebut dikenal dengan sebutan konsiliator. Konsiliasi adalah suatu 
usaha penyelesaian sengketa dengan mempertemukan keinginan pihak 
yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan 
perselisihan tersebut.116 Penyelesaian sengketa dengan bentuk konsiliasi 
adalah penyelesaian sengketa internasional dengan bantuan pihak ketiga 
sebagai penyelesaian sengketa alternatif diluar peradilan seperti mediasi, 
namun dilakukan menurut cara-cara yang lebih formal. Apabila 
penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak memiliki tata acara tertentu 
maka dalam konsiliasi, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan tata 
acara tertentu dan penyelidikan dalam suatu komisi konsiliasi yang 
                                                             
116
  Salim H.S., 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika. Hlm. 85. 
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dibentuk ataupun yang sepakati oleh para pihak. Komisi konsiliasi dapat 
berbentuk komisi sementara (ad hoc) untuk menangani suatu sengketa 
saja, ataupun telah berafiliasi dalam suatu badan penyelesaian sengketa 
secara permanen. 
Hasil keputusan dari konsiliator ataupun lembaga konsiliasi juga 
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya berupa 
rekomendasi atau usulan saja dari konsiliator, seperti yang dapat kita 
temukan pada ketentuan dalam Konvensi ICSID Pasal 34 Ayat 1 sebagai 
berikut: 
“It shall be the duty of the Commission to clarify the issues in dispute 
between the parties and to endeavour to bring about agreement 
between them upon mutually acceptable terms. To that end, the 
Commission may at any stage of the proceedings and from time to 
time recommend terms of settlement to the parties. The parties shall 
cooperate in good faith with the Commission in order to enable the 
Commission to carry out its functions, and shall give their most serious 
consideration to its recommendations.” 
 
Pasal dalam konvensi ini menyatakan bahwa sudah menjadi tugas 
komisi konsiliasi untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa 
kepada para pihak dan para pihak yang bersengketa diharuskan untuk 
bekerjasama atas dasar itikad baik dengan konsiliator dan memberikan 
perhatian yang serius atas usulan dan rekomendasi yang diberikan oleh 
komisi konsiliasi. 
Persidangan suatu komisi konsiliasi pada umumnya terdiri dari dua 
tahapan yaitu tahap tertulis melalui penyerahan dokumen-dokumen 
tentang sengketa kepada komisi konsiliasi, dan tahap lisan dimana komisi 
konsiliasi akan mendengarkan keterangan langsung dari para pihak yang 
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bersengketa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator akan 
menyerahkan laporannya kepada kedua belah pihak disertai dengan 
kesimpulan dan saran-saran penyelesaian sengketanya.117 
Pada dasarnya, penyelesaian sengketa penanaman modal antara 
negara penerima dengan investor asing dapat dilakukan melalui jalur 
alternatif diluar peradilan dalam bentuk konsiliasi. Apabila kedua pihak 
sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan ini, mereka 
dapat memilih untuk membentuk komisi konsiliator sementara (Ad Hoc) 
atau menyerahkannya kepada lembaga konsiliasi yang telah ada 
sebelumnya dan memiliki aturannya sendiri. Salah satu contoh lembaga 
konsiliasi penyelesaian sengketa antara penanaman modal antara negara 
penerima dengan investor asing yang ada sekarang ini dan memiliki 
aturan konsiliasi tersendiri adalah badan ICSID yang didirikan oleh Bank 
Dunia dengan aturannya yaitu the ICSID Rules of Procedure for 
Conciliation Proceedings (Conciliation Rules). 
 
 Arbitrase 
Salah satu bentuk penyeleasaian sengketa investasi internasional 
diluar pengadilan selain negosiasi, mediasi dan konsiliasi adalah melalui 
arbitrase. Menurut Abdurrachman seperti yang dikutip oleh Munir Fuady 
dalam bukunya, arbitrase adalah suatu proses penyelesian perselisihan 
antara dua pihak yang bersengketa dimana kedua pihak tersebut sepakat 
untuk menyerahkannya kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan 
                                                             
117  Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 310. 
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untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan akhir. 
Pihak yang tidak berkepentingan (arbitrator) tersebut dapat dipilih oleh 
para pihak sendiri atau boleh juga ditunjuk oleh suatu badan yang lebih 
tinggi yang kekuasaannya diakui oleh kedua belah pihak. Dalam prosedur 
arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa tersebut sebelumnya 
harus telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.118 
Sementara itu, hukum nasional Indonesia memberikan defenisi 
terhadap arbitrase seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa sebagai bentuk penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa penanaman modal antara investor asing 
dengan negara penerima haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua 
pihak sehingga penyelesaian perselisihan melalui jalur alternatif di luar 
pengadilan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan hasil akhir dari 
proses penyelesaiannya pun dapat diterima dan dilaksanakan sebagai 
suatu keputusan yang bersifat mengikat secara hukum. Suatu 
kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase dapat 
dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis baik sebelum sengketa 
terjadi ataupun setelah sengketa terjadi. Apabila kedua pihak telah 
sepakat untuk menempuh jalan arbitrase maka mereka dapat memilih 
                                                             
118
  Munir Fuady. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: 
Citra Aditya Bakti. Hlm. 12. 
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dewan arbitrator untuk menyelesaikan sengketa mereka atau dipilihkan 
oleh lembaga arbitrase yang telah ada sebelumnya. 
Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para 
pihak yang bersengketa. Umumnya arbitrator dipilih berdasarkan keahlian 
dan kompetensi mereka terhadap pokok sengketa antara para pihak dan 
diharuskan bertindak netral serta tidak berpihak dalam memutus sengketa 
tersebut. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya akan dilaksanakan 
penyelidikan dan penilaian terhadap sengketa tersebut dan pada akhirnya 
dibuat sebuah keputusan arbitrase yang bersifat mengikat dan final (final 
and binding). Inilah yang menjadi daya tarik bagi penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase bahwa hakim atau arbitrator yang bertugas dalam 
menyelesaikan sengketa dipilih sendiri oleh para pihak berdasarkan 
kenetralannya dan hasil dari arbitrase ini juga bersifat mengikat tanpa 
upaya banding lagi yang berbelit-belit seperti pada peradilan umum. 
Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa investasi antara 
negara penerima dengan investor asing melalui arbitrase mendapatkan 
kedudukan yang lebih populer daripada bentuk penyelesaian sengketa 
lainnya dalam hubungan ekonomi internasional. Hal ini dapat dilihat 
dengan dibentuknya beberapa konvensi internasional yang mengatur 
tentang arbitrase dan mendapat sambutan positif dari masyarakat 
ekonomi internasional. Salah satunya adalah Konvensi ICSID 
(International Convention on The Settlement of Investment Disputes 
Between States and National of Other States) yang diprakarsai oleh Bank 
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Dunia pada tahun 1965.  Konvensi ini melahirkan badan penyelesaian 
sengketa investasi internasional yaitu International Center for the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang memiliki fungsi untuk 
memfasilitasi penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara 
investor dengan negara penerima, seperti yang tertera pada Pasal 25 
Konvensi ICSID: 
“The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising 
directly out of an investment, between a Contracting State (or any 
constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to 
the Centre by that State) and a national of another Contracting State, 
which the parties to the dispute consent in writing to submit to the 
Centre. When the parties have given their consent, no party may with-
draw its consent unilaterally.” 
 
Berdasarkan Pasal 5 Konvensi ini, dapat diketahui bahwa yurisdiksi dari 
badan penyelesaian sengketa ini adalah untuk menyelesaikan semua 
sengketa hukum yang timbul secara langsung sebagai akibat dari sebuah 
kegiatan penanaman modal antara negara penerima dengan warga 
negara asing (investor asing). Dalam konvensi internasional ini, arbitrase 
merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki 
oleh badan ini dalam menyelesaikan sengketa investasi antara negara 
penerima dengan investor asing. Aturan-aturan tentang penyelesaian 
sengketa dengan cara arbitrase dapat dilihat pada Bab 4 Pasal 36 sampai 
55 Konvensi ICSID 1965. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengakui dan 
meratifikasi konvensi Bank Dunia ini menjadi hukum nasionalnya yaitu 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Penyelesaian 
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Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai 
Penanaman Modal yang kemudian dijabarkan secara lebih lanjut lagi ke 
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 mengenai 
pelaksanaan putusan arbitrase internasional di indonesia. 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perkembangannya 
lebih banyak ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam 
menyelesaikan persellisihannya dikarenakan alternatif penyelesaian 
sengketa ini memiliki banyak keunggulan dari bentuk penyelesaian 
sengketa lainnya. HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya 
arbitrase (peradilan wasit) adalah sebagai berikut:119 
- Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat;  
- Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang 
dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang 
memuaskan para pihak;  
- Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak; 
- Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak 
mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang 
bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang 
dikehendaki oleh para pengusaha. 
Sementara itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
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  Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik 
Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sumber: 
http://www.uikabogor.ac.id/jur05.htm (diakses 28 Juli 2013). 
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terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu: 
- kerahasiaan sengketa para pihak terjamin; 
- keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif dapat dihindari; 
- para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar 
belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta 
jujur dan adil; 
- para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian 
masalahnya; 
- para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;  
- putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak 
melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. 
 
 Pengadilan 
Upaya penyelesaian sebuah sengketa hukum dengan 
menyerahkannya ke pengadilan memiliki arti bahwa para pihak akan 
memberikan kuasa kepada pihak ketiga yang dalam ini hakim untuk 
memberikan putusan atas sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa 
investasi antara pegara penerima dengan pihak investor asing pada 
dasarnya harus diselesaikan melalui pengadilan baik pengadilan nasional 




Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional negara 
penerima dapat ditempuh apabila negara memberikan kedudukan sebagai 
subyek hukum nasional kepada investor asing dalam melakukan usaha 
dinegaranya. Hal ini dapat kita lihat penerapannya di Indonesia dimana 
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal, diatur bahwa investor asing wajib melakukan 
penanaman modal dalam bentuk badan hukum Indonesia khususnya 
berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Akibatnya 
adalah badan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam hukum 
nasional termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi 
pelanggaran terhadap hak badan hukum tersebut. 
Contoh konkret upaya penyelesaian sengketa penanaman modal 
melalui pengadilan nasional dapat kita lihat pada kasus perusahaan asing 
asal Inggris di Indonesia belum lama ini yaitu Churchill Mining, Plc. Dalam 
kasus yang terjadi akibat pencabutan izin usaha ini, sejak 2010 Churchill 
sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 
Pengadilan Negeri (PN) hingga Mahkamah Agung (MA).120 Ini 
membuktikan bahwa sengketa yang timbul dalam kegiatan penanaman 
modal asing pada dasarnya dapat dilakukan upaya penyelesaiannya 
melalui pengadilan negara penerima. Namun yang menarik dalam 
perkembangannya adalah bahwa ternyata pihak Churcill selalu mengalami 
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  Fitri Novia Heriani. 2012. Pemerintah Digugat Perusahaan Tambang Asing. http://www. 
hukumonline.com/berita/baca/lt4fdb7aa9c6744/pemerintah-digugat-perusahaan-tambang 
asing (diakses 28 Juli 2013). 
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kekalahan dalam setiap gugatan dan upaya banding mereka. Oleh karena 
itulah maka kemudian pihak perusahaan asing ini memasukkan 
gugatannya terhadap pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional 
yang dianggap dapat memberikan putusan tanpa perlu dicurigai adanya 
unsur keberpihakan dan ketidaknetralan dalam putusannya. 
Hukum ekonomi internasional pada dasarnya memberikan 
pengakuan terhadap penyelesaian sengketa penanaman modal antara 
negara penerima dengan investor asing melalui pengadilan nasional 
negara penerima. Hal ini dapat kita temukan pada ketentuan Piagam Hak 
dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara (Charter of Economic Rights And 
Duties of States) Pasal 2 Ayat 2 (c): 
“To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in 
which case appropriate compensation should be paid by the State 
adopting such measures, taking into account its relevant laws and 
regulations and all circumstances that the State considers pertinent. In 
any case where the question of compensation gives rise to a 
controversy, it shall be settled under the domestic law of the 
nationalizing State and by its tribunals,… “. 
 
Disini, hukum internasional memberikan pengaturan bahwa dalam rangka 
penyelesaian sengketa yang timbul dalam aktivitas penanaman modal 
maka haruslah dilakukan berdasarkan hukum nasioinal negara penerima 
melalui sistem peradilannya, kecuali apabila para pihak memiliki 
kesepakatan untuk menyelesaikannya dengan cara-cara damai lainnya. 
Terdapat tantangan tersendiri dalam upaya penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan nasional suatu negara penerima modal asing. 
Tantangan tersebut berupa kenetralan dari pengadilan dan kebebasan 
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hakim untuk memutus perkara tanpa tekanan dari pemerintah. Walaupun 
pada dasarnya hakim pengadilan dan memutus suatu perkara haruslah 
berdasarkan keadilan dan kenetralan serta kebebasan, namun karena 
pihak yang bersengketa dalam hal ini mengandung unsur asing maka 
sangat dikhawatirkan bahwa hakim akan terpengaruh secara psikologis 
oleh semangat nasionalisme yang dimilikinya. Oleh karena itu, 
penyelesaian sengketa seperti ini tidaklah terlalu menarik bagi para 
investor asing dan lebih memilih jalur penyelesaian sengketa yang lain 
diluar pengadilan umum misalnya seperti arbitrase. 
Selain melalui pengadilan nasional, upaya penyelesaian sengketa 
ekonomi dalam bidang penanaman modal asing juga dapat dilakukan 
lewat pengadilan internasional. Namun bentuk penyelesaian dalam jalur 
ini sepertinya juga tidak terlalu menarik bagi para pihak yang bersengketa. 
Huala Adolf melalui bukunya121 memberikan ilustrasi dari pendapat F.A. 
Mann mengenai peranan Mahkamah Internasional (The International 
Court of Justice) dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi yang 
sangat tidak menarik dan populer. Selama berdiri sejak 1945 sampai 
2005, Mahkamah Internasional hanya telah mengadili 2 kasus di bidang 
ekonomi internasional yaitu the Barcelona Traction Case antara Belgia 
melawan Spanyol dan the ELSI Case antara Amerika Serikat melawan 
Italia. 
                                                             
121 Huala Adolf, Op.cit. Hlm. 323. 
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F.A. Mann berpendapat tentang kurang menariknya Mahkamah 
Internasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi internasional bahwa: 
“… one is more than ever disappointed by the court‟s lack of appreciation 
of the very specific facts of the case, the narrow reasoning and the almost 
complete adherence to conceptualism as opposed to equity”. Menurut 
beliau, hal tersebut terjadi karena kurang adanya penghargaan dari 
pengadilan ini terhadap fakta-fakta spesifik mengenai pokok sengketa, 
alasan yang sempit serta terlalu berpatokan pada konseptualitas dalam 
putusannya. Selain itu, kendala utama dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi internasional melalui pengadilan internasional adalah bahwa 
yurisdiksinya hanya terbatas kepada negara saja padahal kegiatan 
hubungan ekonomi dalam perkembangannya sudah tidak hanya 
melibatkan negara saja melainkan juga subyek hukum internasional non-
negara lainnya seperti perusahaan transnasional ataupun individu seperti 
dalam aktivitas penanaman modal antara negara dengan investor asing 














Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Perlindungan hukum kepada para investor asing di negara penerima 
diberikan melalui perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati 
oleh negara-negara di dunia dalam forum organisasi internasional 
seperti PBB, World Bank dan WTO. Perjanjian-perjanjian internasional 
tersebut melahirkan prinsip dan khaidah-khaidah hukum seperti prinsip 
non-diskriminasi, pemberian ganti rugi yang sesuai atas nasionalisasi 
(appropriate compensation), penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
dan penjaminan investasi (investment guarantee) sebagai pedoman 
pengaturan dan perlindungan investor asing. Selain itu, perlindungan 
hukum juga diberikan kepada para investor asing melalui 
pembentukan lembaga-lembaga penjamin investasi seperti MIGA dan 
badan penyelesaian sengketa investasi internasional yang independen 
dan bebas dari intervensi negara manapun yaitu ICSID. Instrumen 
hukum ekonomi internasional ini berfungsi untuk memberikan batasan 
atas kedaulatan negara penerima agar tidak digunakan dengan 
sewenang-wenang sehingga mampu memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya. 
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b. Penyelesaian sengketa investasi yang terjadi antara negara penerima 
dengan investor asing dapat dilaksanakan melalui beberapa bentuk 
seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase ataupun melalui 
pengadilan baik nasional maupun internasional. Dalam 
perkembangannya, penyelesaian sengketa investasi antara negara 
penerima dengan investor asing lebih banyak dan populer diselesaikan 
melalui melalui jalur arbitrase internasional. Selain memiliki putusan 
yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dimungkinkan lagi upaya 
banding terhadapnya (final and binding), penyelesaian melalui 
arbitrase juga dipandang dapat memberikan putusan yang seadil-
adilnya bagi kedua pihak karena hakim dalam proses arbitrase 
tersebut dipilih sendiri oleh para pihak berdasarkan kompetensinya 
terhadap pokok sengketa dan kenetralannya. 
 
2. SARAN 
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang masalah 
perlindungan dan penyelesaian sengketa investasi asing, penulis ingin 
memberikan beberapa saran terhadap masalah tersebut sebagai berikut: 
a. Pada dasarnya hukum ekonomi internasional telah menyediakan 
instrumen hukum yang cukup baik bagi perlindungan investor asing di 
negara penerima. Selanjutnya, pemerintah setiap negara penerima 
seharusnya menerima dan melaksanakan khaidah-khaidah hukum 
internasional tersebut dalam negaranya dengan dasar itikad baik (good 
will) sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepastian hukum 
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bagi investor asing dalam menjalankan usahanya serta tidak 
menimbulkan gangguan bahkan sengketa yang berarti dalam proses 
penanaman modal tersebut. Apabila aturan hukum ekonomi 
internasional ini dilaksanakan dengan baik oleh setiap negara 
penerima, maka pasti akan semakin banyak investor asing yang 
masuk ke negaranya dan jika proses investasinya lancar, maka akan 
membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara penerima itu 
sendiri dalam pembangunan ekonominya. 
b. Dalam hal terjadi sengketa antara negara penerima dengan investor 
asing mengenai kegiatan penanaman modal yang mereka lakukan, 
maka sebaiknya dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur 
diplomatik saja terlebih dahulu seperti melalui negosiasi, mediasi atau 
konsiliasi untuk menghindari pandangan bahwa terdapat pihak yang 
menang dan ada yang kalah. Apabila melalui jalur ini tidak dihasilkan 
suatu penyelesaian maka sebaiknya negara penerima dan investor 
asing melakukan upaya penyelesaian sengketa mereka melalui jalur 
arbitrase internasional yang netral dan independen namun 
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